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ABSTRAK 

Nama, Nim skripsi berjudul “Peranan Mediator Dalam 
Memediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Medan. Skripsi ini 
bertujuan untuk membahas bagaimana proses yang dilakukan 
mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama 
Medan, bagaimana efektivitas yang dicapai mediator dalam 
menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Medan serta 
pandangan advokat para pihak terhadap pelaksanaan mediasi dibidang 

waris. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini 
menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan menekankan pada 
kualitas objek yang diteliti dengan metode deskriptif pada subjek yang 
terkait dalam penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 
yuridis-sosiologis dengan melihat fenomena sosial yang tampak aspek 
hukumnya. Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

yang didukung dengan wawancara kepada mediator selaku pihak 
ketiga dalam memediasi para pihak dan juga para advokat yang 
pernah menangani perkara kewarisan di Pengadilan Agama Medan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Proses mediasi oleh 
mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama 
Medan dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pra mediasi, proses 
mediasi serta hasil mediasi. langkah-langkah yang terdapat di dalam 
penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi yang dilakukan 
mediator di Pengadilan Agama Medan bersumber dan dijalankan 

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tanpa 

mengurangi dan atau melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan 
tersebut. Diharapkan dengan berpedoman dengan PERMA Nomor 1 
Tahun 2016 ini, proses penyelesaian sengketa kewarisan secara 
mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Medan dapat berjalan 
lancar dan efisien, serta diakhiri dengan kesepakatan damai antara 
kedua belah pihak yang bersengketa. Efektivitas yang dicapai 
mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan 

Agama Medan dapat dikatan tidak berjalan efektif serta efisien. 
Harapan pihak Pengadilan Agama Medan adalah agar kendala-kendala 
dalam memaksimalkan proses mediasi dapat dihadapi dengan 
berbagai upaya yang telah mereka persiapkan. Sehingga proses 
mediasi dapat berjalan sesuai dengan dicita-citakan oleh PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016. Pandangan advokat para pihak terhadap 
pelaksanaan mediasi di bidang waris belum berjalan sesuai dengan 

PERMA No 1 Tahun 2016 berdasarkan perkara waris yang pernah 
mereka tangani tidak ada yang berhasil dalam tahap proses mediasi 
yang di lakukan mediator, banyak dari perkara waris tersebut 
berlanjut kedalam tahap persidangan, dengan demikan mediasi yang 
dilakukan mediator tidak berhasil.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai khalifah di bumi dalam menjalankan 

tugasnya memiliki berbagai konflik yang harus dihadapi dan tak 

dapat dihindari. Perbedaan antar manusia pun berpotensi 

menjadi penyebab terjadinya konflik baik perbedaan fisik, 

keyakinan, pola pikir, ataupun kepentingan. Faktor fundamental 

yang mendasari terjadinya konflik dan menimbulkan 

persengketaan di antara manusia adalah tidak terpenuhinya 

kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, 

manusia dalam menyelesaikan konflik dapat menggunakan akal 

dan panduan Al-Qur’an. Dalam menyusun strategi dan prinsip 

resolusi konflik dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang 

telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk 

berupa fasilitasi, negosiasi, ajudikasi, rekonsiliasi, mediasi, 

arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

(litigasi).1 

Sengketa atau konflik yang terjadi di masyarakat merupakan 

hal yang lumrah jika dilihat dari kacamata hubungan sosial 

kemasyarakatan. Dalam lingkupnya sengketa dapat dibagi 

kepada dua macam yakni, sengketa dalam wilayah perdata dan 

sengketa dalam wilayah pidana. Sengketa atau konflik yang 

terjadi dalam wilayah pidana kaitanya dengan kepentingan 

umum. Sedangkan dalam wilayah perdata, segketa atau konflik 

kaitannya dengan kepentingan pribadi, yang meliputi antara 

                                                           
1
 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan 

Hukum Nasional, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 120-122. 
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lain: hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian, 

dan lain-lain. Dalam wilayah perdata, sengketa atau konflik 

yaitu melingkupi hukum keluarga diantaranya ialah perceraian 

dan juga waris. Jika pada kasus perceraian sengketa atau konflik 

lebih kepada perselisihan atau konflik antara seorang suami dan 

seorang isteri, berbeda halnya pada kasus waris dimana konflik 

dapat melibatkan dua orang bahkan lebih dari itu. 

Adapun cara penyelesaiannya yaitu dengan mengedepankan 

negosiasi antara para pihak dengan jalan musyawarah untuk 

mufakat dilakukan secara intern atau secara keluargaan dalam 

hal ini tidak ada campur tangan atau intervensi dari pihak lain 

selain dari para pihak itu sendiri. Apabila dengan musyawarah 

tidak dapat diselesaikan, maka para pihak dapat meminta 

bantuan kepada tokoh masyarakat setempat, seperti kepala 

dusun, petinggi desa, maupun tokoh-tokoh masyarakat atau 

ulama yang dipercaya untuk membantu menyelesaikan sengketa 

waris. Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam 

menyelesaikan konflik atau sengketa, termasuk dalam hal ini 

pada sengketa waris, salah satu bentuk penyelesaian sengketa 

yang dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat 

diantara para ahli waris.2 

Kewarisan merupakan suatu peristiwa penting bagi seorang 

manusia ketika manusia tersebut meninggal dunia maka terjadi 

perpindahan warisan dari seorang manusia kepada manusia 

lainnya. Dengan kata lain pewarisan adalah aturan mengenai 

apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang 

telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya. 

                                                           
2
 F. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris, (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 155. 
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Kewarisan berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli 

waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan 

harta warisan bagi orang yang meninggal. Dasar hukum waris 

islam adalah Al-Quran dan Hadist, peraturan perundang-

undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ahli hukum islam.  

Penggunaan kata mawaris lebih melihat kepada yang 

menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada 

ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata mawaris merupakan 

bentuk plural dari kata miiraats yang berarti maurust atau harta 

yang diwarisi. Dengan demikian, arti kata warits yang 

digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada yang 

menerima harta warisan itu, karena kata warits artinya seoran 

pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang meninggalkan harta 

disebut muwarits.3Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, 

maka para pihak dapat mengambil jalan untuk menyelesaikan 

sengketa melalui jalur hukum, yakni dengan menggunakan 

sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Para ahli waris 

dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa waris dengan 

menggunakan hukum waris adat, hukum waris perdata 

konvensional, maupun hukum waris Islam.  

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dapat 

diselesaikan di Pengadilan, sengketa tersebut dapat diajukan ke 

Pengadilan Negeri atau diajukan ke Pengadilan Agama, Dalam 

penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan 

pertama yang di tempuh disana akan ditawarkan sebuah bentuk 

perdamaian yang dikenal dengan nama mediasi yang dilakukan 

oleh seorang mediator. 

                                                           
3
 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra 2001), h. 5 
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Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak 

yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan 

para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para 

pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara 

damai. Dalam proses memediasi para pihak yang bersengketa 

maka mediator harus bersifat netral dan juga adil (tidak 

sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah), adil 

terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan 

didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif 

apalagi sewenang-wenang.4 

Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. 

Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan 

pada umunya dijalankan oleh mediator dalam rangka 

penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak di luar 

perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator 

ini berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para 

pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok 

persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Mediator 

harus mampu menciptakan suasana dan kondsi yang kondusif 

bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang 

bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling 

menguntungkan (win-win).5 

                                                           
4
 Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Cet. I; Jakarta: Pranada 

Media Group, 2015) h. 196. 

5
 Gunawan dkk, Hukum Arbitrase, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 

h. 36-37. 



17 
 

 
 

Sengketa atau konflik merupakan problema sosial yang 

langsung bersentuhan dengan hukum dan memerlukan 

pemecahan secara integral. Terlebih lagi karena manusia 

sebagai mahluk sosial maka sangat diperlukan cara penyelesaian 

yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.6 Dan salah satu 

alternatif penyelesaian sengketa dengan melaui lembaga 

Peradilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam, 

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 

perkara tertentu.7 Salah satunya adalah menangani perkara 

kewarisan (Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur 

tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 

waris dan berapa bagiannya masing-masing.8 Oleh karena itu, 

Islam menyerukan kepada semua ummat manusia untuk hidup 

dengan damai dan apabila terdapat konflik diantara manusia 

maka harus segera memperbaiki hubungan (berdamai). Allah 

berfirman didalam QS. Al-Hujurat ayat 10 : 

رْحََُونَ   ُ ت مْ  لَّكُ عَ لَ  َ للََّّ ا وا  قُ ت َّ وَا    ۚ مْ  كُ وَيْ  خَ أَ يَْْ   َ ب وا  حُ لِ صْ أَ فَ وَةٌ  خْ إِ ونَ  نُ ؤْمِ مُ لْ ا اَ  نََّّ  إِ

Artinya : “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 

sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 

saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu 

mendapat rahmat. 

                                                           
6
 Yuzna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase 

Syari’ah Di Indonesia, (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 5. 

7
 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Peradilan Agama (Jakarta: Cemerlang, 2008), h. 2. 

8
 Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan Indonesia (Dilengkapi 

Dengan Kompilsi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Cemerlang, t.th.) h. 233 
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Harta dan benda merupakan objek utama dalam sengketa 

kewarisan, hal mana dalam pembagiannya sering timbul 

ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris di samping karena 

ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang telah diatur 

dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois. Penyelesaiannya 

dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan 

diantara ahli waris. Jika persengketaan meningkat, maka 

diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan wewenang 

untuk memberikan keadilan dan putusan yang berkekuatan 

hukum yaitu Pengadilan Agama. Lembaga peradilan ditempuh 

sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa 

kewarisan. 

Sengketa kewarisan yang terjadi dimasyarakat umumnya 

tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris 

yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris 

yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila 

harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa 

persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya 

benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang 

mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.9 Perkara 

sengketa waris akan diperiksa di pengadilan melalui proses 

ajudikasi. Sebelum itu majelis hakim harus menawarkan 

penyelesaian sengketa melalui perdamaian sesuai pasal 130 HIR 

dan 154 RBg agar putusan tidak batal demi hukum.10 

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan 

dilakukan dengan mediasi dan dibantu oleh seorang mediator 

                                                           
9
 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional, ( Jakarta: Pranada Media Group 2017), h. 119. 

10
 Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008. 
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baik dari kalangan hakim pengadilan maupun mediator dari luar 

pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh 

pihak ketiga dalam Islam disebut dengan tahkim. 

 

Umumnya dalam beracara di Pengadilan, baik pada 

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setelah perkara 

masuk, kemudian disidangkan untuk pertama kali nya, sebelum 

melanjukan pada proses peradilan, majelis hakim akan 

mewajibkan terlebih dahulu kepada pihak yang berperkara 

untuk melaksanakan mediasi, hal tersebut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

No. 1 Tahun 2008 dan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

yang berbunyi:“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang 

dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk 

menempuh mediasi”. Dalam pemeriksaan perkara di 

persidangan, hakim diberi wewenang untuk menawarkan 

perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran 

perdamaian tersebut dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan 

perkara selama belum adanya putusan hakim.  Perdamaian 

tersebut ditawarkan bukan hanya pada permulaan sidang saja, 

tetapi juga pada setiap kali sidang majelis hakim menawarkan 

perdamaian. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa 

inisiatif berperkara itu dari para pihak, karenanya para pihak 

pula yang dapat mengakhirinya melalui perdamaian dengan 

perantaraan hakim di persidangan.11 

Kewajiban melakukan mediasi juga terdapat dalam Pasal 6 

Ayat (1) s.d (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 

                                                           
11

 Bambang Sugeng, Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh 

Dokumen Litigasi, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. 2, h. 25. 
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Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pegadilan. Pada tahap 

inilah para pencari keadilan akan diuji oleh upaya perdamaian 

yang dilakukan selama proses beracara di Pengadilan, baik pada 

tahapan pemeriksaan, maupun dalam upaya mengoptimalkan 

mediasi saat sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut 

terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 

Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (1) yait berbunyi; “setiap Hakim, 

Mediator, Para Pihak, dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti 

prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi”. Apabila hal 

tersebut tidak dilakukan maka dapat melanggar ketentuan yaitu 

pada Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan 

putusan batal demi hukum. 

Lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg dalam 

praktiknya dijalankan oleh para hakim sebagai formalitas saja. 

Hakim hanya menganjurkan kepada para pihak pada sidang 

pertama untuk menempuh upaya damai, apabila upaya tersebut 

gagal, maka pemeriksaan perkara segera dilanjutkan pada 

persidangan berikutnya, sehingga dalam hal ini lembaga 

perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg tidak berfungsi secara 

optimal. Hal ini dapat menambah jumlah perkara yang masuk 

dan harus diselesaikan serta diputus oleh Pengadilan sehingga 

terjadi penumpukan perkara di Pengadilan serta juga menjadi 

beban perkara yang cukup berat bagi Mahkamah Agung yang 

memeriksa perkara dalam tingkat kasasi untuk semua 

lingkungan peradilan di Indonesia. Mengingat kondisi perkara 

yang menumpuk dan dengan mempertimbangkan kelebihan-

kelebihan penyelesaian sengketa alternatif, maka Mahkamah 



21 
 

 
 

Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.12 

 

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk 

memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam 

proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat 

menghasilkan perdamaian. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 

diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar 

pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan 

berdayaguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan 

mediasi di pengadilan.13 Jika para pihak dapat mencapai 

kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut 

dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta 

perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah 

putusan. 

Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan 

putusan hakim. Kesepakatan perdamaian merupakan 

penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan 

kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian 

merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final. 

Akibatnya tidak ada upaya hukum terhadap akta perdamaian, 

namun tidak menutup kemungkinan dalam akta perdamaian 

terdapat kekeliruan.14 

                                                           
12

 Ibid, h. 26 
13

 PERMA No. 1 Tahun 2016. 

14
 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di 

Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cet. ke-2 (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 27. 
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Adanya Mediator dalam hal ini sangat penting, selain untuk 

mendamaikan, seorang Mediator juga bertugas menjembatani 

para pihak untuk berdamai dan menyimpulkan tentang kemauan 

yang diinginkan oleh kedua belah pihak tersebut. Kemampuan 

Mediator dalam memediasi sangatlah dibutuhkan telebih pada 

kasus-kasus tertentu, seorang Mediator harus memiliki keahlian 

atau berkompeten contohnya dalam perkara waris, ekonomi 

syariah, dan lain-lain. 

Penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Negeri dapat 

diajukan bagi setiap warga negara, Pengadilan Negeri 

merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, 

mengadili, memutus, perkara bagi setiap warga negara baik 

dalam lingkup hukum publik (pidana), maupun hukum privat 

(perdata). Sedangkan Pengadilan Agama merupakan lembaga 

yang berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara 

khusus bagi orang yang beragama Islam dalam lingkup hukum 

privat (perdata).  

Jika para pihak yang bersengketa beragama Islam maka, 

sengketa waris dapat diajukan melalui Pengadilan Agama. Hal 

tersebut sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama yakni 

dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang 

merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, yang berbunyi; “Pengadilan Agama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, 

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”. 

Disetiap Pengadilan Agama terdapat beberapa kasus yang 
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ditangani, termasuk dalam hal ini kasus yang ada di Pengadilan 

Agama Medan. Berikut merupakan statistik perkara di 

Pengadilan Agama Medan dalam 4 Tahun terakhir. 

 

 

 

Tabel 1.1 Stastistik Perkara di Pengadilan Agama Medan 

Dari Tahun 2016 – 2019 

No Perkara 
Tahun 

Jumlah 
2016 2017 2018 2019 

1 Cerai Gugat 324 546 341 1951 3162 

2 Cerai Talak 110 141 88 516 855 

3 Itsbat Nikah 4 6 3 90 103 

4 Perwalian 2 6 1 17 34 

7 Kewarisan 25 34 30 130 219 

8 Harta Bersama 10 6 8 29 53 

9 Dispensasi Nikah 0 0 2 9 11 

10  Izin Poligami 1 1 0 4 6 

  

Data di atas menjelaskan bahwa perkara kewarisan yang 

masuk di Pengadilan Agama Medan dari tahun 2016-2019 

berjumlah 219 perkara, dimana ada 33 kasus kewarisan yang 

dicabut perkara kewarisan, sedangkan 186 kasus kewarisan 

berahasil diselesaikan di Pengadilan Agama Medan. Ini 

menunjukan bahwa peran mediator dalam perkara kewarisan di 

Pengadilan Agama Medan belum berjalan secara maksimal 

sebagaiaman yang diharapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. Masih banyak kasus kewarisan yang diselesaikan 

sampai tahap persidangan di Pengadilan Agama Medan sehingga 

peran mediator di Pengadilan Agama Medan dalam perkara 

kewarisan belum berjalan secara maksimal. 
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Penulis telah melakukan wawancara sementara kepada 

beberapa mediator non hakim di Pengadilan Agama Medan yang 

salah satunya yaitu dengan ibuk Hj. Beby Nazlia, S.H., M.H, yang 

dimana penulis bertanya bagaimana memediasi perkara waris 

dengan baik dan benar. Lalu ibuk Hj. Beby Nazli, S.H.,M.H 

menjawab secara garis besar mediator harus tau dahulu masalah 

atau putusan yang ia tangani, kemudian cara berbicara atau 

etitut bicara kepada yang berpekara harus lah sopan dan tidak 

menyinggung hati para yg berpekara, kemudian setiap mediator 

mempunyai cara mereka masing-masing dalam memediasi suatu 

perkara, sehingga terkadang ada beberapa yang berpekara tidak 

merasa puas dengan apa yang di katakan oleh mediator 

tersebut.15 

Menurut Bapak Dr. H. Abdul Hamid Ritonga, M.H yang di 

mana penulis bertanya apakah di Pengadilan Agama Medan ini 

sudah ada struktur atau tatacara memediasi dengan  baik dan 

benar. Kemudian Bapak Dr. H. Abdul Hamid Ritonga menjawab 

bahwa belum ada struktur yg di buat atau tata cara khusus yang 

di buat untuk mediator dalam memediasi, hanya saja setiap 

mediator menggunakan cara-cara mereka sendiri agar para 

penggugat atau pun tergugat bias berdamai.16  

Karena itu penulis ingin memfokuskan untuk mengkaji 

tentang bagaimana penyelesaian sengketa waris melalui mediasi 

di Pengadilan Agama Medan dalam bentuk skripsi yang berjudul 

                                                           
15

 Beby Nazlia Hasibuan,Observasi Pengadilan Agama Medan, 07 November 

2019. 

16
 Abdul Hamid Ritonga,Observasi Pengadilan Agama Medan, 21 November 

2019. 
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“Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris di 

Pengadilan Agama Medan” 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Proses Mediasi Yang dilakukan Oleh Mediator 

Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Di Pengadilan 

Agama Medan ? 

2. Bagaimana Pandangan Advokat Terhadap Kinerja 

Mediator di Pengadilan Agama Medan ? 

3. Bagaimana Efektivitas Yang Dicapai Mediator Dalam 

Menyelesaikan Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama 

Medan? 

 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi 

tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses mediasi oleh 

mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di 

Pengadilan Agama Medan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan advokat 

terhadap kinerja mediator di Pengadilan Agama Medan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas yang dicapai 

mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di 

Pengadilan Agama Medan. 
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Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih 

lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang hukum Islam khususnya di bidang mediasi 

waris. 

2. Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi 

acuan dan pertimbangan mediator yang akan datang atau 

pihak yang bersengketa, khususnya dalam penyelesaian 

sengketa waris di Pengadilan Agama. 

 
D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini, masalah mediasi sesungguhnya 

telah banyak di tulis secara teoritis di dalam literatur. Setelah 

menelusuri berbagai referensi yang berkaitan tentang 

pembahasan ini, peneliti menemukan beberapa buku, jurnal, dan 

skripsi yaitu : 

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 

PERMA ini sangat membantu penulis dalam memahami 

dan mengetahui mengenai prosedur mediasi di pengadilan 

dan juga mediator. 

2. Prof. DR. Syahrizal Abbas, dalam bukunya: mediasi dalam 

hukun syari’ah, hukum adat.  dan hukum nasional ; tahun 

2017, dalam buku ini menjelaskan tentang sengketa dan 

cara penyelesaiannya melalui jalur mediasi dari system 

hukun yang ada di Indonesia yaitu system hukum syari’ah, 

system hukum adat, system hukum nasional.  
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3. Nurmaningsih Amriani, S.H., M.H., dalam bukunya yang 

berjudul; mediasi alternative penyelesaian sengketa 

perdata di pengadilan tahun 2012, dimana dalam buku ini 

menjelaskan gambaran tentang alternative penyelesaian 

sengketa arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dan ligase dengan 

pembahasan lebih mendalam tentang mediasi, kemudian 

membahas mediasi dalam system hukum Indonesia dan 

perundang-undangan yang ada.  

4. Anwar Sitompul. S.H., dalam bukunya yang berjudul; 

dasar-dasar peraktis pembagian harta peninggalan 

menurut hukum waris islam tahun 1984, dimana dalam 

buku ini menjelaskan tentang pengertian, penyusunan, 

dan menguraikan hukum waris islam. 

Melihat dari beberapa referensi yang telah disebutkan 

diatas, dalam pembahasannya belum ada pembahasan yang 

menjelaskan secara detail dan lengkap tentang peranan 

mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Akan tetapi 

dari beberapa referensi diatas terdapat beberapa persamaan 

yang menjadi inspirasi penulis untuk membahas dan tetap 

mengacu pada pokok permasalahan yang terdapat dalam buku 

tersebut, dan disamping itu juga, belum ada penulis dan peneliti 

lain yang membahas tentang judul ini. 

 
E. Kerangka Teoritik. 

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian 

sengketa baik antar individu maupun antar kelompok. Mediasi 

dapat dilaksanakan di pengadilan (litigasi) maupun di luar 

pengadilan (nonlitigasi). Penerapan mediasi di pengadilan 

berawal dari pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg yang mengatur 
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tentang lembaga perdamaian (dading). Proses mediasi di 

pengadilan dilembagakan melalui PERMA No. 2 Tahun 2003 

yang disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan tujuan memperkuat dan 

memaksimalkan mediasi yang terkait dengan proses berperkara 

di pengadilan.17 Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 muncul 

sebagai perbaikan atas PERMA sebelumnya yang dinilai belum 

dapat mengoptimalkan proses mediasi di pengadilan.18 

Mediasi yang telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan 

memiliki beberapa model salah satunya mediasi dimana hakim 

berperan sebagai mediator selama proses mediasi. Peran hakim 

yang berfungsi ganda menjadi mediator dalam teori mediasi 

disebut dengan mediator yudisial (judicial mediator).19 

Pada prinsipnya, dalam persidangan pertama majelis hakim 

berupaya menasehati para pihak dan menawarkan perdamaian 

berbentuk mediasi. Jika para pihak sepakat untuk berdamai, 

maka diterbitkan akta perdamaian. Akta perdamaian yang telah 

diterbitkan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 

putusan hakim dan dapat dieksekusikan kesepakatan-

kesepakatan di dalamnya. Akta perdamaian tidak dapat 

dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.20 

 

                                                           
17

 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 6. 

18
 PERMA No. 1 Tahun 2016. 

19
 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan 

Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan, (Bandung: CV. Mandar Maju, 

2012), h. 23. 

20
 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 324. 
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Kesepakatan damai berbentuk perjanjian yang berisi 

beberapa perjanjian antar pihak yang bersengeta yang 

melibatkan pihak lain dan bersifat mengikat. Hal ini diatur 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa :21 

Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami 
bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset 
atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata 

berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat 
gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat 
menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat 
menyampaikan kepada para pihak dan Hakim pemeriksa bahwa 
perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan 
alasan para pihak tidak lengkap. 

 
Persengketaan merupakan hal yang kerap kali terjadi 

diantara para pihak dalam pembagian harta warisan. Sebagai 

mediator dalam penyelesaian sengketa waris dapat bertumpu 

pada beberapa prinsip yaitu, keadilan, miṡ lu haż al-unṡ ayain 

(dua banding satu) yang bisa diterapkan secara flexible dan 

prinsip kesepakatan damai. Jadi, esensi dari hukum kewarisan 

Islam adalah keadilan, kedamaian dan pemanfaatan harta 

warisan oleh ahli waris secara adil dan damai. Perkembangan 

hukum fikih Indonesia dalam hal pembagian warisan cenderung 

tidak terpaku pada ketentuan 2:1 antara laki-laki dan 

perempuan. Sebagaimana ketentuan KHI dalam pasal 183 yang 

menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat 

melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah 

masing-masing menyadari bagiannya”.22 

                                                           
21

 Pasal 14 ayat (2). 

22
 Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, cet. ke-3 (Surabaya: 

Airlangga University Press, 2010), h. 76. 



30 
 

 
 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, maka agar 

dapat dipertanggung jawabkan dibutuhkan suatu metode ilmiah, 

sehingga menjadi kegiatan penelitian yang logis dan rasional. 

Metode ini berfungsi sebagai pedoman mengenai tindakan dan 

langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan 

data, pembahasan dan cara dalam menganalisisnya. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah 

penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai 

data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer 

atau data lapangan. Penelitian yuridis sosiologis merupakan 

penelitan dengan menggunakan pendekatan yang mempelajari 

fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek 

hukumnya.23 Dalam penelitian ini akan mencari tentang 

bagaimana penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di 

Pengadilan Agama Medan mengacu pada hukum atau aturan 

yang berlaku, sehingga dapat memperoleh kejelasan pada proses 

persidangan di Pengadilan. 

2. Jenis Penelitian. 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian 

maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan 

berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku 

                                                           
23

 Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian, (Malang: UIN, 2006), h. 

45. 
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orang. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah secara spesifik dan deskriptif.24 Metode 

deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang 

baik, jelas, dan dapat memberikan data sedetil mungkin 

mengenai objek yang akan diteliti, dalam hal ini menggunakan 

peraturan tentang mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung No. 2 tahun 2003 yang diperbaharui dengan Peraturan 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan pembaharuan yang 

kedua yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh.  Adapun sumber data yang penulis gunakan 

dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

yaitu, yang diperoleh melalui penelitian lapangan 

dengan cara wawancara langsung terhadap pihak-

pihak yang berkaitan dengan penelitian sengketa 

waris melalui proses mediasi di Pengadilan Agama 

Medan 

b. Data sekunder merupakan data pendukung dari data 

utama atau disebut juga data primer. Data sekunder 

diantaranya mencakup dokumen-dokumen atau surat-

surat resmi, arsip, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan, buku harian, makalah umum 

                                                           
24

 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kualitatif & 

Kuantitatif , (Jakarta: GP Pres, 2008), h. 187. 
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dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul 

peneliti.25 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam tekhnik pengumpulan data guna mengumpulkan data-

data yang diperlukan, maka digunakan metode sebagai berikut : 

a. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode untuk 

mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, media daring, majalah, 

notulen, agenda dan sebagainya 

b. Metode Interview 

Metode Interview adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara dengan pakar hukum, 

seperti hakim dan pengamat hukum lainnya. 

5. Teknik Penulisan 

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis 

berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan 

dibukukan dalam pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 

2019. 

6. Lokasi Penelitian 

Penelitian memilih lokasi penelitian yang didasarkan pada 

suatu pertimbangan bahwa lokasi tersebut terdapat unsur-unsur 

yang ada relevansinya dengan obyek yang akan diteliti, dan 

diharapkan untuk memperoleh data yang cukup jelas dan valid 

yaitu pada : “Pengadilan Agama Medan”. 

                                                           
25

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 

1986), Cet. 2, h. 12. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan 

skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang saling berkaitan 

merupakan suatu bahasan dari masalah yang diteliti. Dalam 

penulisan penelitian ini, sama halnya dengan sistematika 

penulisan pada penelitian-penelitian lainnya, yaitu dimulai dari 

kata pengantar, daftar isi, dan dibagi menjadi 5 bab masing-

masing dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berdiri dari latar 

belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : Berisi ketentuan umum dari teori-teori yang relevan 

mengenai mediasi dan kewarisan Islam sebagai konsep dasar 

dalam penelitian yang dilakukan. Pada bab ini terdiri dari dua 

sub bab yaitu mediasi dalam lembaga peradilan yang meliputi 

pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum mediasi, 

prinsip mediasi, peran dan fungsi mediator. Pada sub bab ini 

juga dipaparkan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 

2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta akta perdamaian. Sub 

bab kedua mengenai hukum kewarisan Islam. Sub bab tersebut 

berisi konsep dasar hukum kewarisan Islam meliputi pengertian 

dan dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas, hubungan 

kewarisan, unsur-unsur kewarisan dan penyelesaian harta 

warisan. 

BAB III : Berisi pembahasan mengenai data dan informasi objek 

penelitian. Bab ketiga terdiri dari tiga sub bab yaitu pengertian 
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kompetensi Pengadilan Agama, jenis-jenis kompetensi 

Pengadilan Agama, kewenangan relatif Pengadilan Agama 

Medan, kewenangan absolut Pengadilan Agama Medan, mediator 

di Pengadilan Agama Medan. 

 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini akan 

menjelaskan tentang Peranan mediator dalam memediasi 

perkara waris di Pengadilan Agama Medan yang terdiri dari sub 

bab bagaimana proses mediasi oleh mediator dalam 

menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Medan, 

bagaimana pandangan advokat terhadap kinerja mediator di 

Pengadilan Agama Medan, efektivitas yang dicapai mediator 

dalam menyelesaikan sengketa kewarisan Di Pengadilan Agama 

Medan. 

 

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG  

MEDIATOR DAN KEWARISAN ISLAM 

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi dan Mediator. 

1. Pengertian Mediasi dan Mediator. 

Istilah Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, 

mediare yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada 

peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai Mediator dalam 

menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa 

para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna Mediator harus 

berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam 

menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga 

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, 

sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak 

yang bersengketa.26 

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses 

pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu 

perselisihan sebagai penasehat.27 Mediasi dikenal juga dengan 

istilah dading yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai 

untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya 

terus suatu perkara.28 Dalam hukum islam, secara terminologi 

perdamaian disebut dengan istilah ishlah (as-sulh) yang 

                                                           
26

 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat 

dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 2. 

27
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 640 

28
 Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Cet ke 8, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2004), h. 33. 
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menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan 

antara dua pihak. Dan menurut syara’ adalah suatu akad dengan 

maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak 

yang saling bersengketa.29 

Secara yuridis, pengertian mediasi diatur dalam Pasal 1 ayat 

1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 (PERMA No. 1 

Tahun 2016), secara tegas memberikan pengertian “mediasi 

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh 

mediator”.30 

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi 

pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak 

(impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk 

mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk 

memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan 

kepadanya.31 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dan dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara garis 

                                                           
29

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer (Arab-

Indonesia), (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 1188. Lihat juga 

Sayyid Sabiq, Fiqh As Sunnah, Juz III (Beirut:Dara al Fikr, 1977), h. 305 

30
 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 

31
 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, (Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), h. 10. 
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besar kita dapat menggali beberapa asas hukum sebagai dasar 

penyelesaian sengketa melalui mediasi :32 

a. Asas perwakilan, asas ini merupakan asas yang sangat 

mendasar dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, 

karena dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi 

pembicaraan secara langsung antara para pihak yang 

bersengketa selalu dihindarkan, baik dalam proses tawar-

menawar maupun musyawarah untuk menentukan 

keputusan yang diambil, semua pembicaraan dilakukan 

melalui perantara mediator yang telah dipilih dan 

disepakati oleh para pihak yang bersengketa. 

b. Asas musyawarah, asas ini merupakan tindakan bersama 

antara para pihak yang bersengketa untuk mengambil 

suatu pendapat bersama yang bulat atas permasalahan 

yang dihadapi para pihak. Dalam penyelesaian sengketa 

melalui mediasi asas musyawarah merupakan hal yang 

mendasar dalam setiap pengambilan keputusan. 

c. Asas mufakat, asas ini mengajarkan bahwa perbedaan-

perbedaan kepentingan pribadi diantara para pihak yang 

bersengketa haruslah diselesaikan dengan cara 

perundingan, antara seorang dengan orang lain yang 

bersengketa. Perundingan ditujukan kepada pihak-pihak 

yang bersengketa akibat terjadinya perbedaan antara 

kehendak atau prinsip dan pendirian dari masing-masing 

pihak. Dengan melakukan tawar menawar keinginan 

diharapkan sampai pada persamaan dan kesepakatan 

                                                           
32

 Mohammad Koesnoe, Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa 

Ini, (Surabaya: Airlangga University Press, 1989), h. 45. 
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mengenai apa yang dikehendaki oleh masing-masing 

pihak 

d. Asas kepatutan, merupakan asas yang mengarah kepada 

usaha untuk mengurangi jatuhnya perasaan seseorang 

karena rasa malu yang ditimbulkan oleh hasil 

penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu, asas 

kepatutan ini memusatkan perhatiannya kepada cara 

menemukan penyelesaian sengketa yang dapat 

menyelamatkan kualitas dan status pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan sebaik-baiknya. Penyelesaian 

sengketa melalui mediasi akan menyelamatkan harkat dan 

martabat para pihak yang bersengketa dengan lebih baik, 

hal ini dikarenakan tidak ada para pihak yang dikaitkan 

dan dimenangkan oleh keputusan mediasi. 

e. Asas tertutup, untuk menjaga kehormatan dan kedudukan 

para pihak yang bersengketa maka dalam proses 

penyelesaiannya tertutup untuk umum, terkecuali para 

pihak menghendaki lain. 

f. Asas terbuka untuk umum, artinya anggota-anggota 

masyarakat dapat hadir atau mengamati, atau masyarakat 

dapat mengakses informasi yang muncul dalam proses 

mediasi, namun asas terbuka untuk umum ini hanya 

untuk menyelesaikan sengketa publik, seperti sengketa 

lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan 

konsumen, pertanahan dan perburuhan. 

g. Asas mediator aktif, setelah mediator ditinjau maka 

langkah awal yang wajib dilakukan mediator adalah 

menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses 
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mediasi. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak 

untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka yang 

bersengketa dan mencari berbagai pilihan penyelesaian 

yang terbaik bagi para pihak. Selain itu, mediator dengan 

persetujuan para pihak dapat mengundang seorang atau 

lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan 

penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para 

pihak dalam menyelesaikan perbedaan. 

h. Asas para pihak bebas memilih, dimana para pihak yang 

bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih mediator 

dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau 

memilih mediator di luar daftar pengadilan. 

i. Asas ketelitian, dimana kesepakatan yang telah terjadi 

diantara para pihak yang bersengketa ditanda tangani 

secara tertulis, namun sebelum kesepakatan tersebut 

ditanda tangani oleh para pihak, mediator wajib 

memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari 

adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. 

j. Asas kepastian hukum, asas ini memberikan kepastian 

kepada para pihak yang bersengketa, dimana setelah 

terjadi kesepakatan maka para pihak wajib membuat 

klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara 

telah selesai. Untuk itu, para pihak harus menghormati 

substansi kesepakatan yang telah mereka buat, 

sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. 

Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2008 dalam pasal 1 

ayat 6 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyebutkan, 

“mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam 
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proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 

memaksakan sebuah penyelesaian”.33 

Pengertian mediator sendiri adalah pihak ketiga yang 

dilibatkan dalam proses mediasi baik perorangan maupun dalam 

bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak 

memihak.34 Sedangkan dalam perma no.1 tahun 2016 pasal 1 

butir 2 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki 

sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para 

pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara 

memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.35 

Mediator yang dimaksud dalam perma ini adalah mediator 

yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang 

bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim 

Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator 

adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan 

ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua 

pengadilan. 

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar 

bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun 

kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para 

pihak untuk menemukan penyelesainnya sendiri, para pihak 

akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan 

                                                           
33

 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 

34
 Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbtrase 

Syari’ah Di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Press 2015), h. 29. 

35
 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. 
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dibuat. Pada prinsipnaya mediator dilarang untuk melakukan 

intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki 

sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak 

yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu 

menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang 

akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian. Jadi 

dapat dipahami bahwa mediasi merupakan salah satu proses 

pelaksanaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang 

bersengketa melalui bantuan pihak ketiga (mediator). Dan 

mediator merupakan pihak ketiga dalam membantu 

mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. 

2. Dasar Hukum Mediasi dan Mediator. 

Ketentuan atau dasar hukum yang menjelaskan tentang 

adanya mediasi atau perdamaian telah tertera pada Al-Qur’an 

dan hadis. Landasan tahkim di dalam Al-qur’an disebutkan 

dalam beberapa surah yaitu : 

a. QS. Al-Hujurat ayat : 9 

ى  لَ عَ هَُُا  ا دَ حْ إِ تْ  غَ  َ ب نْ  إِ فَ    ۚ ا  مَ هُ  َ ن  ْ ي  َ ب وا  حُ لِ صْ أَ فَ وا  لُ  َ ت  َ ت  ْ ق ا يَْ  نِ ؤْمِ مُ لْ ا نَ  مِ نِ  ا تَ فَ ئِ ا طَ نْ  إِ وَ

وا  حُ لِ صْ أَ فَ تْ  ءَ ا فَ نْ  إِ فَ    ۚ للََِّّ  ا رِ  مْ أَ لََٰ  إِ ءَ  ي فِ تَ  ٰ تََّّ حَ ي  غِ بْ  َ ت لَّتِِ  ا وا  لُ تِ ا قَ  َ ف رَىٰ  لُْْخْ ا

يَْ  طِ سِ قْ مُ لْ ا بُّ  يُُِ  َ للََّّ ا نَّ  إِ    ۚ وا  طُ سِ قْ وَأَ لِ  دْ عَ لْ بِِ ا  مَ هُ  َ ن ي ْ   َ  ب

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang 
beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara 
keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap 
yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia 
telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, 



42 
 

 
 

dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang berlaku adil”. 
 

b. QS An Nisa’ ayat : 114. 

يَْْ   َ ب حٍ  لََ صْ إِ وْ  أَ رُوفٍ  عْ مَ وْ  أَ ةٍ  قَ دَ صَ بِ رَ  مَ أَ نْ  مَ لََّ  إِ مْ  ىُ وَا نََْ نْ  مِ يٍر  ثِ فِِ كَ رَ   ْ ي خَ لََ 
ا مً  ي ظِ عَ رًا  جْ أَ وِ  ي ؤْتِ  ُ ن وْفَ  سَ فَ للََِّّ  ا تِ  ا رْضَ مَ ءَ  ا غَ تِ بْ ا كَ  لِ ذَٰ لْ  عَ فْ  َ ي نْ  وَمَ    ۚ سِ  نَّا ل  ا

Artinya : “tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan 
mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh 

(manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau 
Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barang siapa 
yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, Maka 

kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”. 
 

Syuraih bin Heni meriwayatkan sebuah hadis dari ayahnya, 

Hani bahwa ketika ia (Hani) bersama-sama kaumnya menjadi 

utusan menemui Rasulullah SAW. Kaumnya menjuluki dia 

sebagai Aba al-hakam (Bapak juru damai); lalu Rasulullah SAW 

memanggilnya dan bersabda kepadanya: “Sesungguhnya Allah 

SWT lah yang menjadi hakam, kepada-nya lah hukum 

dikembalikan.” “Mengapa engkau dijuluki Aba al-hakam?” hani 

berkata: “Apabila kaumku berselisih tentang sesuatu, mereka 

menemuiku (minta penyelesaian), maka saya putuskan 

persoalan mereka dan mereka yang berselisih setuju.” Maka 

Rasulullah SAW bersabda: “Betapa baiknya hal ini” (HR. Abu 

Dawud).36 

 

 

 

Adapun dasar hukum mediasi antara lain : 

                                                           
36

 Nashiruddin, Muhammad, Shohih Sunan Abu Daud, (Jakarta : Pustaka 

Azzam, 2007), h. 634. 
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a. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. 

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 

2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama 

Menerapkan Lembaga Mediasi (Eks pasal130 HIR/154 RBg) 

c. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Seiring dengan semakin menumpuknya perkara 

perdata yang masuk di Pengadilan, serta berkembangnya 

kebutuhan atas aturan hukum, sehingga perlunya 

reformasi dalam bidang hukum, maka diterbitkanlah UU 

RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut 

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata 

disamping dapat diajukan ke Pengadilan juga terbuka 

kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif 

penyeleaian sengketa/ADR.37 

d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Pada perkembangan selanjutnya, Mahkamah Agung 

menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016, PERMA tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini juga 

merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang 

mediasi sebelumnya. Pada PERMA No. 1 Tahun 2016 berisi 

tentang pengaturan, tata kelola dan pengertian-pengertian 

baru mengenai mediasi. Urgensi dari diterbitkan PERMA 

ini adalah tekanan dalam bentuk kewajiban bagi hakim 

                                                           
37

 Desriza Ratman, Medasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan 

Konsep Win-win Solution, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 127-

128. 
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untuk memeriksa dan memerintahkan para pihak agar 

menempuh medasi, maka apabila diajukan upaya hukum 

pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan 

putusan sela dapat memerintahkan Pengadilan tingkat 

pertama untuk melakukan proses mediasi sebagaimana 

terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni dalam Pasal 

3 dan Pasal 4. Dalam PERMA ini proses mediasi dilakukan 

paling lama 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan 

putusan sela. Hal-hal yang diatur dalam PERMA No. 1 

Tahun 2016 yang tidak terdapat pada PERMA sebelumnya 

adalah tentang itikad baik yang menjadi para meter 

penilaian bagi seorang mediator. Apabila penggugat tidak 

beritikad baik maka, gugatan dinyatakan tidak dapat 

diterima oleh hakim dan penggugat dikenakan kewajiban 

membayar biaya pekara mediasi.38 

3. Peran dan Fungsi Mediator 

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang 

yang bersengketa dan peran yang ditampilkan oleh mediator. 

Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah 

pertemuan antara para pihak, memimpin pertemuan dan 

mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses 

mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan 

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan 

para pihak yang bersengketa. Dalam memandu proses 

komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar 

membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh 

                                                           
38

 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta; Kencana, 

2016), h. 50. 
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keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa 

peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi 

berjalan. Peran tersebut antara lain :39 

a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri 

antara para pihak. 

b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal 

komunikasi dan menguatkan suasana yang baik. 

c. Membantu para pihak untuk mengahadapi situasi atau 

kenyataan 

d. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan 

tawar-menawar 

e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting 

dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan 

penyelesaian problem. 

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai 

sejumlah keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui 

sejumlah pendidikan, pelatihan (training) dan sejumlah 

pengalaman dalam meyelesaiakan konflik atau sengketa. 

Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran 

sesuai dengan kapasitasnya. 

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi 

mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator.  Adapun 

Fungsi mediator  yang dimaksud adalah sebagai berikut :40 

a. Sebagai katalisator, mengandung pengertian bahwa 

kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu 

                                                           
39

 Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Perspktif Hukum Syariah, Hukum Adat, 

dan Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 17. 

40
 Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Perdata di Pengadilan, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 63-64. 
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mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi 

diskusi. 

b. Sebagai pendidik, berarti seseorang harus berusaha 

memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis 

dan kendala usaha dari para pihak. 

c. Sebagai “penerjemah”, berarti mediator harus berusaha 

menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu 

kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang 

baik. 

d. Sebagai “narasumber”, berarti seorang mediator harus 

mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia. 

e. Sebagai “penyandang berita jelek”, berarti seorang 

mediator harus berusaha menyadari bahwa para pihak 

dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. 

f. Sebagai “agen realitas”, berarti mediator harus berusaha 

memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak 

bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak masuk akal akan 

tercapai melalui perundingan. 

g. Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus 

siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan 

hasil perundingan. 

 

 

 

 

 

4. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. 
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Ketika para pihak hadir pada sidang pertama, hakim 

mewajibkan para pihak untuk melakukan proses mediasi dan 

memilih mediator selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah hari 

sidang.41 Hal ini dimaksudkan agar tercapai asas sederhana, 

cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Mediator 

bisa berasal dari kalangan hakim pengadilan yang bukan 

pemeriksa perkara atau mediator dari luar seperti advokat atau 

akademisi hukum.42 Pentingnya pelaksanaan mediasi dalam 

acara pemeriksaan perkara, maka ketidakhadiran turut tergugat 

tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, dan hakim dapat 

menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada 

para pihak untuk melakukan mediasi.43 

Tahap pramediasi merupakan tahap awal penyusunan 

langkah dan persiapan mediator dalam mediasi. Tahap 

pramediasi merupakan tahap yang menentukan akan terlaksana 

atau tidaknya proses mediasi, sehingga mediator perlu 

melakukan beberapa langkah. Langkah-langkah yang bisa 

                                                           
41

 Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. (1) Setelah para pihak hadir 

pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga 

atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih 

mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan 

mediator bukan hakim. 

42
 Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2008, menyebutkan, “Para pihak berhak 

memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut: a. Hakim bukan 

pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan; b. Advokat atau 

akademisi hukum; c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak 

menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa; d. Hakim majelis 

pemeriksa perkara; e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a 

dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.” 

43
 PERMA No. 1 Tahun 2008. Pasal 7 ayat (2) Ketidakhadiran pihak turut 

tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. dan (5) Hakim wajib 

menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada 

para pihak menempuh proses mediasi. 
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ditempuh mediator pada tahap pramediasi yaitu, membangun 

kepercayaan diri, menghubungi para pihak, memberikan 

informasi awal tentang mediasi, fokus ke masa depan, 

mengkoordinasikan para pihak, mewaspadai perbedaan budaya, 

menentukan kehadiran, menentukan tujuan pertemuan dan 

menyepakati waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman 

bagi para pihak.44 Setelah melakukan beberapa langkah dalam 

tahap pramediasi, kemudian masuk dalam proses mediasi. 

Beberapa langkah yang dilakukan selama proses mediasi, yaitu 

sambutan pendahuluan dari mediator, presentasi dan 

pemaparan masing-masing pihak, mengidentifikasi 

permasalahan, melakukan negosiasi dan jika diperlukan 

dilakukan kaukus, menciptakan opsi-opsi, menemukan 

kesepemahaman dan merumuskan kesepakatan, mencatat dan 

memeriksa kembali kesepakatan, dan menutup proses mediasi.45 

Mediasi dilakukan dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja 

sejak ditunjuk seorang mediator untuk mendamaikan para pihak 

dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja dengan 

kesepakatan para pihak.46 Hasil kesepakatan dapat dirumuskan 

dan ditulis dengan ditanda tangani oleh masing-masing pihak 

dan memberi tahukannnya kepada hakim yang memeriksa 

perkara untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.47 Hasil 

                                                           
44

 Syahrizzal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan 

Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 37. 
45

 Ibid, h. 44. 

46
 Pasal 13 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2008. (4) Atas dasar kesepakatan 

para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 3. 
47

 Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2008, menjelaskan.”(1) Jika mediasi 

menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator 
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akhir dari proses mediasi dapat diimplementasikan dengan 

menjalankan kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan 

komitmen para pihak ketika menjalani proses mediasi jika para 

pihak berdamai. Pelaksanaan kesepakatan dapat dimintakan 

upaya paksa melalui pengadilan jika salah satu pihak enggan 

melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Jika selama proses 

mediasi para pihak tidak dapat berdamai dan tidak dapat 

mencapai kesepakatan, maka persengketaan dilanjutkan ke 

persidangan untuk diperiksa. Hakim dalam persidangan dalam 

tiap tahapan juga tetap mendorong para pihak untuk melakukan 

perdamaian sebelum putusan diucapkan. Peluang perdamaian 

dapat ditempuh para pihak tidak hanya di pengadilan tingkat 

pertama, tetapi bisa ditempuh di tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan kembali sepanjang perkara yang diperiksa belum di 

putus.48 

                                                                                                                                                             
wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan 

ditandatangani oleh para pihak dan mediator; (2) Jika dalam proses mediasi 

para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara 

tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai; (3) Sebelum para pihak 

menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan 

perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan 

hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak 

baik; (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari 

sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan 

perdamaian; (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian 

kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian; (6) Jika para 

pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk 

akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula 

pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah 

selesai.” 

48
 Pasal 21 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008, menjelaskan (1) Para 

pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian 

terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan 

kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, 

kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. 
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Kehendak para pihak untuk melakukan mediasi disampaikan 

melalui pengadilan tingkat pertama, sehingga proses 

pemeriksaan dapat ditunda 14 (empat belas) hari kerja sejak 

diberitahukan atau sebelum berkas dikirim.49 Pelaksanaan 

mediasi pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali 

berlangsung selama 14 (empat belas) hari kerja sejak para pihak 

menyempaikan kehendaknya untuk melakukan mediasi.50 Jika 

perdamaian dapat dicapai, maka dibuat akta perdamaian oleh 

pengadilan tingkat pertama dan ditanda tangani oleh majelis 

banding, kasasi dan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register perkara.51 

 

5. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. 

Prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 

2008 pelaksanaannya dinilai belum optimal dalam memenuhi 

                                                           
49

 Pasal 21 ayat (4) dan (5) PERMA No. 1 Tahun 2008. (4) Jika perkara 

yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan 

peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan 

peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan 

selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang 

kehendak para pihak menempuh perdamaian. (5) Jika berkas atau memori 

banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan 

Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau 

memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk member! kesempatan 

para pihak mengupayakan perdamaian. 

50
 Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. (1) Upaya perdamaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 

(empat betas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak 

diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. 

51
 Pasal 22 ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2008. ayat (5) Para pihak melalui 

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan 

perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, 

atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian; ) 

dan (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, 

atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara 
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kedayagunaan mediasi dilembaga peradilan, sehingga perlu 

disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. PERMA No. 1 

Tahun 2016 diundangkan pada 4 Februari 2016 dan merubah 

beberapa aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 serta 

penambahan hal-hal baru menjadi IX (sembilan) BAB dan 39 

pasal. Peraturan dalam PERMA yang baru berlaku di Peradilan 

Umum atau Peradilan Agama saja dan peradilan lainnya dapat 

menerapkan jika dimungkinkan oleh perundang-undangan. 

Mediasi wajib ditawarkan majelis hakim Pengadilan Tingkat 

Pertama sebelum proses pemeriksaan perkara, bila tidak berarti 

telah melanggar aturan dalam PERMA tersebut. Jika para pihak 

melakukan banding atau kasasi, maka Pengadilan Tingkat 

Banding atau Mahkamah Agung memerintahkan untuk 

melakukan mediasi dengan putusan sela.52 

Perkara yang wajib dimediasi dan pengecualiannya dirinci 

pada pasal 4, sedangkan ketentuan jenis perkara yang 

disebutkan pada PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya secara umum. 

Perkara pengecualian pada pasal 4 dapat diselesaikan melalui 

perdamaian sukarela yang disebut di pasal 33 dan 34.53 Mediasi 

                                                           
52

 PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 3 ayat menyebutkan (3) Hakim 

Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh 

Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi 

di Pengadilan. (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka 

Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela 

memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses 

Mediasi. 

53
 PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (4) (4) Berdasarkan 

kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap 

dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara 

dan tingkat upaya hukum. 



52 
 

 
 

tidak dapat dilakukan jika sengketa melibatkan wewenang pihak 

kementrian/lembaga/instansi dan BUMN/BUMD yang menjadi 

pihak berperkara kecuali telah disetujui secara tertulis untuk 

melakukan mediasi.54 

Ketertutupan mediasi tidak menghalangi para pihak untuk 

mengikuti pertemuan mediasi lewat alat komunikasi untuk 

mempermudah pelaksanaan mediasi.55 Hal tersebut juga 

menghindari para pihak yang tidak menghadiri kegiatan mediasi 

dengan alasan jarak yang jauh. Berdasarkan ketentuan tersebut, 

para pihak dituntut berperan aktif menghadiri pertemuan secara 

langsung dalam pelaksanaan mediasi.56 Ketidak hadiran para 

pihak hanya dapat diterima jika dibarengi dengan alasan yang 

sah seperti sakit, di bawah pengampuan, berada di luar negeri 

atau sedang menjalankan tugas yang tidak dapat ditinggalkan.57 

                                                           
54

 Pasal 32 ayat (2) huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016. (2) Mediator wajib 

menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya 

secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal: b. melibatkan 

wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau 

Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, 

kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah 

memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi 

dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan 

dalam proses Mediasi. 

55
 PERMA No. 1 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (3) Pertemuan Mediasi dapat 

dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang 

memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung 

serta berpartisipasi dalam pertemuan. 

56
 PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 6 ayat (1) Para Pihak wajib menghadiri 

secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa 

hukum. 

57
 PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 6 ayat (4) Alasan sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a. kondisi kesehatan yang tidak 

memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat 

keterangan dokter; b. di bawah pengampuan; c. mempunyai tempat tinggal, 

kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d. menjalankan tugas negara, 

tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. 
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Aturan tambahan dalam PERMA ini mengenai iktikad baik para 

pihak dalam mengikuti proses mediasi pasal 7 dan kuasa 

hukumnya dalam pasal 18 serta akibat hukumnya jika para 

pihak tidak beriktikad baik pada pasal 22 dan 23. Pihak yang 

tidak beriktikad baik diwajibkan membayar biaya mediasi 

sebagai sanksi yang diberikan penetapan oleh majelis hakim 

dalam persidangan. Tetapi jika para pihak sama-sama 

menunjukkan sikap tidak beriktikad baik selama proses mediasi, 

maka gugatan yang diajukan tidak dapat diterima.58 

Ketentuan lamanya menempuh upaya mediasi juga 

dipersingkat menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja akan tetapi 

perpanjangan mediasi ditambah menjadi 30 (tiga puluh) hari 

untuk memberi kesempatan pada para pihak jika batas waktu 

sebelumnya belum berhasil merumuskan kesepakatan.59 Jika 

para pihak dapat berdamai, kesepakatan yang dibuat dapat 

dikuatkan dalam akta perdamaian dan bisa juga dengan 

pencabutan gugatan jika para pihak menghendaki kesepakatan 

tidak dicantumkan secara tertulis. Kesepakatan damai dalam 

PERMA ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu kesepakatan 

damai secara menyeluruh dan sebagian. Kesepakatan damai 

sebagian ini terjadi ketika sebagian pihak tergugat bersepakat 

                                                           
58

 Pasal 23 ayat (8) PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam hal Para Pihak 

secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, 

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara 

tanpa penghukuman Biaya Mediasi. 

59
 Pasal 24 ayat (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016. (2) Proses Mediasi 

berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan 

perintah melakukan Mediasi. (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka 

waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
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dengan penggugat. Tetapi jika penggugat hanya sebagian yang 

bersepakat dengan tergugat, maka mediasi dianggap gagal.60 

6. Prinsip-Prinsip Mediasi. 

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip 

mediasi. Prinsip dasar (Basic Principles) adalah landasan 

filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip-

prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus 

dikethaui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi 

tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya 

institusi mediasi. Adapun prinsip-prinsip dalam mediasi adalah 

:61 

a. Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau 

Confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini 

adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam 

pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan 

pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan 

kepada publik atau pers oleh masing-masing para pihak. 

Dan mediator pun juga harus menjaga kerahasiaan dari isi 

mediasi tersebut. 

 

b. Prinsip kedua, volunteer (sukarela). Masing-masing pihak 

yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan 

                                                           
60

 Pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediator wajib menyatakan 

Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara 

tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal: a. Para Pihak tidak 

menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) 

dan ayat (3); atau b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e. 

61
 Syahrizzal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan 

Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 28-30. 
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kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada 

paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak 

luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa 

orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan 

keluar dari persengketaan mereka. 

c. Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Prinsip 

ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang 

ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk 

menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat 

mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. 

d. Prinsip keempat, netralitas (neutrality). Di dalam 

mediasi, peran seorang mediator hanya menfasilitasi 

prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak. 

Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses 

berjalan atau tidaknya mediasi. 

e. Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). 

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi 

tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat 

dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil 

mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan 

kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep 

pemberdayaan masing-masing pihak. Itulah prinsip-

prinsip mediasi yang harus dimiliki dan dilakukan oleh 

seorang mediator. 

 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Islam. 

1. Pengertian Waris. 
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Pengertian Hukum Waris Islam dari segi terminologi dikenal 

dengan dua istilah yaitu; mawâris dan farâidh. Kata mawâris 

merupakan bentuk jamak dari kata mirats yang berarti harta 

warisan (peninggalan). Sedangkan kata farâidh berarti bagian 

yang telah ditetukan bagi ahli waris.62 al-fardh menurut istilah 

syariat adalah bagian yang telah ditentapkan bagi ahli waris. 

Ilmu yang membahas tentang masalah waris disebut mirâts.63 

Farâidh menurut bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan) tentang 

pembagian waris. Dengan demikian farâidh merupakan bagian-

bagian bagi ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh 

syara’ yang didalamnya mengatur tentang pembagian harta 

warisan, besaran bagian antara anak laki-laki dengan anak 

perempuan, Pengadilan Agama yang berwenang dalam 

memeriksa dan memutuskan sengketa warisan, dan lain-lain.64 

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum 

Islam mengartikan bahwa :“hukum kewarisan adalah hukum 

yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 

peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- 

masing”. 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hukum waris islam 

mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal 

dunia kepada ahli warisnya. Hal ini menentukan siapa yang 

                                                           
62

 Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris 

Islam, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 4. 

63
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: 

Cakrawala Publishing, 2009), h. 602. 

64
 Elfrida R Gultom, Hukum Waris Adat di Indonesia, (Jakarta: Literata, 

2010), h. 15. 
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menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, 

menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang 

yang meninggal dimaksud. 

2. Dasar Hukum Waris. 

a. Dasar Hukum Waris Dalam Islam 

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta 

warisan dalam hukum Islam berpedoman pada ayat-ayat al-

Qur’an sebagai berikut : 

1) Q.S An-Nissa Ayat 7 

نِ  ا دَ لِ وَا لْ ا رَكَ   َ ت مَِِّا  بٌ  ي صِ نَ ءِ  ا سَ نِّ ل وَلِ ونَ  رَبُ  ْ لَْْق وَا نِ  ا دَ لِ وَا لْ ا رَكَ   َ ت مَِِّا  بٌ  ي صِ نَ لِ  ا رِّجَ ل لِ

ا رُوضً  فْ مَ ا  بً ي صِ نَ    ۚ رَ   ُ ث وْ كَ أَ وُ  نْ مِ لَّ  قَ مَِِّا  ونَ  رَبُ  ْ ق لَْْ   وَا

 

 

 

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita 

ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang 

telah ditetapkan”. 65 

 

 

 

2) Q.s An-Nissa Ayat 11 
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وْقَ   َ ف ءً  ا سَ نِ نَّ  نْ كُ إِ فَ    ۚ يِْْ   َ ي  َ ث  ْ لُْْن ا ظِّ  حَ لُ  ثْ مِ رِ  ذَّكَ ل لِ    ۚ مْ  دكُِ وْلََ أَ فِِ   ُ للََّّ ا مُ  كُ ي وصِ يُ

لِّ  كُ لِ وِ  وَيْ  َ وَلَِْب    ۚ فُ  صْ نِّ ل ا ا  هَ لَ  َ ف ةً  دَ حِ وَا تْ   نَ ا نْ كَ إِ وَ    ۚ رَكَ   َ ت ا  مَ ا  ثَ لُ  ُ ث نَّ  هُ لَ  َ ف يِْْ   َ ت  َ ن  ْ ث ا

هُ  وَا  َ ب أَ وُ  وَوَرثَِ دٌ  وَلَ وُ  لَ نْ  كُ يَ لََْ  نْ  إِ فَ    ۚ دٌ  وَلَ وُ  لَ نَ  ا نْ كَ إِ رَكَ   َ ت مَِِّا  سُ  دُ سُّ ل ا ا  مَ هُ  ْ ن مِ دٍ  حِ وَا

وْ  أَ اَ  بِِ ي  وصِ يُ يَّةٍ  وَصِ دِ  عْ   َ ب نْ  مِ    ۚ سُ  دُ سُّ ل ا وِ  لُِِمِّ فَ وَةٌ  خْ إِ وُ  لَ نَ  ا نْ كَ إِ فَ    ۚ ثُ  لُ ث ُّ ل ا وِ  لُِِمِّ فَ

نَّ  إِ    ۚ للََِّّ  ا نَ  مِ ةً  ضَ ريِ فَ    ۚ ا  عً فْ  َ ن مْ  كُ لَ رَبُ   ْ ق أَ مْ  هُ ي ُّ أَ رُونَ  دْ تَ لََ  مْ  ؤكُُ ا نَ  ْ ب وَأَ مْ  ؤكُُ بَِ آ    ۚ نٍ  يْ دَ

ا مً ي كِ حَ ا  مً ي لِ عَ نَ  ا َ كَ للََّّ  ا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak 
lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan 
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. 
dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 

anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya 
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi 
wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

3) Q.S An-Nissa Ayat 12 

دٌ  وَلَ نَُّ  لََ نَ  ا نْ كَ إِ فَ    ۚ دٌ  وَلَ نَُّ  لََ نْ  كُ يَ لََْ  نْ  إِ مْ  كُ جُ زْوَا أَ رَكَ   َ ت ا  مَ فُ  صْ نِ مْ  كُ وَلَ

مَِِّا  عُ  رُّبُ ل ا نَُّ  وَلََ    ۚ نٍ  يْ دَ وْ  أَ اَ  بِِ يَْ  وصِ يُ يَّةٍ  وَصِ دِ  عْ  َ ب نْ  مِ    ۚ نَ  ركَْ  َ ت مَِِّا  عُ  رُّبُ ل ا مُ  كُ لَ  َ ف

   ۚ مْ  تُ ركَْ  َ ت مَِِّا  نُ  ثُّمُ ل ا نَّ  هُ لَ  َ ف دٌ  وَلَ مْ  كُ لَ نَ  ا نْ كَ إِ فَ    ۚ دٌ  وَلَ  مْ  كُ لَ نْ  كُ يَ لََْ  نْ  إِ مْ  تُ ركَْ  َ ت
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ةٌ  رَأَ مْ ا وِ  أَ ةً  لَ لََ ورَثُ كَ يُ لٌ  رَجُ نَ  ا نْ كَ إِ وَ    ۚ نٍ  يْ دَ وْ  أَ اَ  بِِ ونَ  وصُ تُ يَّةٍ  وَصِ دِ  عْ  َ ب نْ  مِ

كَ  لِ ذَٰ نْ  مِ رَ   َ ث كْ أَ وا  نُ ا نْ كَ إِ فَ    ۚ سُ  دُ سُّ ل ا ا  مَ هُ  ْ ن مِ دٍ  حِ وَا لِّ  كُ لِ فَ تٌ  خْ أُ وْ  أَ خٌ  أَ وُ  وَلَ

   ۚ رٍّ  ا ضَ مُ رَ   ْ ي غَ نٍ  يْ دَ وْ  أَ اَ  بِِ ىٰ  وصَ يُ يَّةٍ  وَصِ دِ  عْ  َ ب نْ  مِ    ۚ ثِ  لُ ث ُّ ل ا فِِ  ءُ  ا ركََ شُ مْ  هُ  َ ف

مٌ  ي لِ حَ مٌ  ي لِ عَ  ُ للََّّ وَا    ۚ للََِّّ  ا نَ  مِ يَّةً   وَصِ

Artinya : “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 
anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu 
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 

hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu 
mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan 
dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang 
kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika 
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari 

kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu 
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat 
olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi 
mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang 
demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” 
 
4) Q.S An-Nissa Ayat 176 

وُ  وَلَ دٌ  وَلَ وُ  لَ سَ  يْ لَ كَ  لَ ىَ رُؤٌ  مْ ا نِ  إِ    ۚ ةِ  لَ لََ كَ لْ ا فِِ  مْ  كُ ي تِ فْ  ُ ي  ُ للََّّ ا لِ  قُ كَ  ونَ تُ فْ  َ ت سْ يَ

ا  تَ  َ ن ا نْ كَ إِ فَ    ۚ دٌ  وَلَ اَ  لََ نْ  كُ يَ لََْ  نْ  إِ ا  هَ  ُ رثِ يَ وَ  وَىُ    ۚ رَكَ   َ ت ا  مَ فُ  صْ نِ ا  هَ لَ  َ ف تٌ  خْ  أُ

لُ  ثْ مِ رِ  ذَّكَ ل لِ فَ ءً  ا سَ وَنِ لًَ  ا رِجَ وَةً  خْ إِ وا  نُ ا نْ كَ إِ وَ    ۚ رَكَ   َ ت مَِِّا  نِ  ا ثَ لُ ث ُّ ل ا ا  مَ هُ لَ  َ ف يِْْ   َ ت  َ ن  ْ ث ا

مٌ  ي لِ عَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ بِ  ُ للََّّ وَا    ۚ لُّوا  ضِ تَ نْ  أَ مْ  كُ  لَ  ُ للََّّ ا  ُ يِّْ  َ ب  ُ ي    ۚ يِْْ   َ ي  َ ث  ْ لُْْن ا ظِّ   حَ
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Artinya : “mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 
kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka 
bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai 
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai 
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi 
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 
meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) 
saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang 

saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya 
kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” 

 
Selain dari Al-Qur’an, terdapat pula hadis yang 

menerangkan tentang hukum kewarisan adalah sebagai berikut 

: 

Hadis Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang 

diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn 

Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan 

seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan 

saudara perempuan. Bu Musa berkata : Untuk anak perempuan 

seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah 

kepada Ibn Mas’ud , tentu dia akan mengatakan seperti itu pula. 

Kemudian ditanyakan kepada Ibn Mas’ud dan ia menjawab: Saya 

menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh 

Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua untuk 

melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah 

untuk saudara perempuan.66 
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Hadis Rasulullah dari Qabisah bin Syu’aib yang diriwayatkan 

oleh Perawi yang lima selain an-Nasai. Seorang nenek orang 

yang meninggal datang kepada Abu Bakar meminta hak 

kewarisan dari cucunya (yang meninggal itu). Abu Bakar berkata 

: Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga 

tidak ada dalam hadis Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti 

saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui. 

Kemudian Abu Bakar menanyakan kepada para sahabat mengenai 

hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan 

berkata: Saya pernah melihat padaa saat Rasulullah memberikan 

hak kewarisan untuk nenek orang yang meninggal sebanyak 

seperenam. Abu Bakar bertanya: Apakah ada yang lain yang 

mengetahui selain kamu? Muhammad bin Masalamah tampil dan 

mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu 

Bakar memberikan seperenam kepada nenek harta peninggalan 

cucunya.67 

Dasar hukum kewarisan sebagaimana yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yaitu : 

1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. 

UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 

49. 

2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 171- 214. 

b. Dasar Hukum Waris Menurut Hukum Konvensional. 

 

Hukum kewarisan diatur dalam KUH Perdata diberlakukan 

bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan 
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orang-orang Eropa. Hal ini didasarkan ada staatsblad 1917 

Nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa. 

Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan 

pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH 

(Burgelijk Werboek). Dalam Pasal 538 KUH Perdata tentang hak 

mewaris ditentukan dengan hak kebendaan, sedangkan 

ketentuan Pasal 854 KUH Perdata bahwa hak waris sebagai 

salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karena 

itu, ketentuan ini ditempatkan dalam buku ke-2 KUH Perdata 

(tentang benda). Namun, penempatan hukum kewarisan dalam 

buku ke-2 KUH Perdata menimbulkan pro kontra pada kalangan 

ahli hukum, karena dalam kewarisan tidak hanya mencakup 

hukum benda saja, tetapi juga menyangkut aspek hukum 

lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.68 

 

 

 

 

 

3. Asas-Asas Kewarisan. 

Setiap sistem kewarisan akan memiliki asas yang menjadi 

pedoman awal dari sistem kewarisan yang bersangkutan. 

Adapun yang menjadi asas dalam sistem kewarisan Islam yaitu 

:69 

a. Asas Berlaku dengan Sendirinya (Ijbari). 
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Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia 

kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Pemindahan 

ini semata-mata karena akibat kematian orang yang 

punya harta. Asas ijbari hukum kewarisan dapat dilihat 

dari beberapa segi lain, yaitu : 

1) Segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang 

meninggal dunia. 

2) Segi jumlah harta yang sudah ditentukan untuk 

masing-masing ahli waris. 

3) Segi mereka yang akan menerima peralihan harta 

peninggalan itu, yan sudah ditentukan dengan pasti, 

yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan 

ikatan perkawinan dengan pewaris. 

b. Asas Bilateral-Individual. 

Yang dimaksud dengan asas ini yaitu asas di mana 

tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat 

menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun 

ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri 

oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah 

ditetapkan. 

c. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup 

Keluarga. 

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian 

harta warisan berkemungkinan mencakup banyak ahli 

waris, bukan hanya anak saja yang dapat ahli waris tetapi 

lebih luas lagi pada suami atau isteri, orang tua, saudara-

saudara bahkan cucu ke bawah. Walaupun cakupan 

pembagian warisan meluas tapi tetap dalam lingkungan 
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keluarga, tetap diadakan keutamaan baik untuk mendapat 

warisan maupun dari segi bagian-bagiannya. 

d. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian. 

Hukum warisan Islam tidak membedakan hak untuk 

mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, 

antara anak-anak masih kecil dan mereka yang sudah 

dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak untuk 

mendapat warisan. Perbedaannya hanya terletak pada 

bagian yang akan didapat ahli waris. Hal ini disesuaikan 

dengan perbedaan proporsi beban kewajiban yang harus 

ditunaikan dalam keluarga. 

e. Asas Keadilan Berimbang. 

Asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum 

waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak 

dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan 

kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan 

perempuan mendapat hak yang sebanding dengan 

kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam 

kehidupan keluarga dan masyarakat. 

4. Rukun  dan Syarat Kewarisan. 

a. Rukun Kewarisan. 

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk 

mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris 

tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Untuk 

dapat menerima harta peninggalan harus memenuhi beberapa 

rukun, yaitu :70 
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1) Al-Muwarits (pewaris) yaitu mayit yang harta 

peninggalannya berhak diwaris oleh orang lain (ahli 

waris) sesudah ia wafat. 

2) Al-Warits (ahli waris) yaitu orang yang berhak 

memperoleh bagian harta karena adanya hubungan 

dengan orang yang telah meninggal, yakni ikatan 

kekerabatan, ikatan perkawinan dan ikatan wala’ 

(memerdekakan hamba sahaya). 

3) Mauruts, adalah harta yang menjadi pusaka, harta ini 

dalam istilah fiqh dinamakan al-maurûts, al-mîrâts, al-

irts, at-turâts, dan at-tarikah. Semuanya mempunyai 

pengertian yang sama. 

b. Syarat Syarat Menerima Waris. 

Syarat adalah sesuatu yang karena ketiadaannya tidak akan 

ada hukum. Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat 

waris maka tidak akan ada pembagian harta waris. Untuk dapat 

menerima waris diharuskan memenuhi tiga syarat, yaitu :71 

1) Meninggalnya Pewaris (Muwarits) baik dengan nyata 

maupun oleh hukum dinyatakan meninggal, seperti orang 

hilang. 

2) Hidupnya ahli waris, baik dengan nyata maupun oleh 

hukum dinyatakan hidup semenjak meninggalnya mayat, 

sekalipun sebentar. 

3) Dapat diketahui status dan kedudukan dalam pembagian 

harta peninggalan seperti bapak, ibu, saudara dan 

sebagainya terhadap orang yang meninggal. 

 
5. Ahli Waris. 
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Ahli waris atau disebut juga dengan warist dalam istilah 

fiqih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang 

ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris dapat dikelompokkan 

kepada tiga kelompok : 

a. Ahli waris ashab al-furudh. 

Ahli waris ashab al-furudh adalah ahli waris yang bagiannya 

telah diteapkan secara pasti di dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. 

Mereka menerima harta warisan dalam urutan yang pertama. 

Ahli waris yang secara hukum syara’ berhak menerima warisan 

karena tidak ada yang menutupnya. Ahli waris ashab al-furudh 

terdiri dari dua belas orang, yang terdiri dari delapan orang 

perempuan dan empat orang dari anak laki-laki. Yang di maksud 

dengan ahli waris ashab al-furudh adalah ahli waris yang 

mendapat bagian- bagian tertentu sebagaimana yang telah di 

tetapkan oleh syara’ baik besar maupun kecil. Adapun ahli waris 

tersebut adalah:72 

1) Anak perempuan, mendapat: ½ jika sendirian dan tidak 

bersama anak laki-laki, 2/3 jika dua orang atau lebih 

dan tidak bersama dengan anak laki-laki. 

2) Cucu perempuan, mendapat: ½ jika sendirian dan tidak 

bersama cucu laki-laki dan tidak terhijab, 2/3 jika dua 

orang atau lebih dan tidak bersama cucu laki-laki, 1/6 

jika bersama seorang anak perempuan. 

3) Ibu, mendapat: 1/6 jika ada anak atau cucu atau dua 

orang bersaudara atau lebih, 1/3 jika tidak 

meninggalkan anak atau cucu atau dua orang saudara 

atau lebih. 
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 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Bogor: Kencana,2003), Cet 

1,h. 163-165. 
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4) Ayah, mendapat: 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu 

laki-laki, 1/6 jika + sisa jika tidak ada anak laki-laki 

dan cucu laki-laki. 

5) Suami (duda), mendapat: ½ jika tidak meninggalkan 

anak atau cucu, ¼ jika ada anak atau cucu. 

6) Istri (janda), mendapat: ¼ jika tidak ada anak atau 

cucu, 1/8 jika ada anak atau cucu. 

7) Saudara perempuan seayah, mendapat: ½ jika sendiri 

dan tidak ada saudara laki-laki maupun saudara 

perempuan seayah, 2/3 jika lebih dari seorang dan 

tidak bersama saudara laki-laki atau saudara 

perempuan seayah, 1/6 jika bersama dengan saudara 

perempuan kandung. 

8) Saudara perempuan seibu, mendapat: 1/6 jika hanya 

sendirian saja, 1/3 jika dari seorang laki-laki maupun 

perempuan atau mereka berhimpun laki-laki dengan 

perempuan. 

9) Saudara perempuan kandung, mendapat: ½ jika 

sendirian dan tidak ada saudara laki-laki, 2/3 jika lebih 

dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki. 

10) Saudara laki-laki seibu, mendapat: 1/6 bila dia 

adalah seorang, 1/3 untuk dua orang atau lebih. 

11) Kakek, mendapat: 1/6 bila bersamanya ada anak atau 

cucu, mendapat sisa harta bila tidak ada anak atau 

cucu laki-laki, 1/6 kemudian sisa harta bila 

bersamanya ada anak atau cucu perempuan. 

12) Nenek, mendapat: 1/6 selama tidak terhijab oleh ahli 

waris yang lain. 
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b. Ahli waris ashabah. 

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang berhak namun 

tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur’an dan Hadist Nabi. Dia 

menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh 

harta bila tidak ada bersamanya ahli waris dzawu al- furudh dan 

mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli 

waris dzawu al- furudh yang ada bersamanya. Apabila harta 

warisan itu masih bersisa hendaknya diberikan kepada ahli 

waris laki-laki yang terdekat hubungan keluarganya dengan 

pewaris.73 Adapun pembagian dari macam-macam ashabah 

adalah :74 

1) Ashabah bi Nafsi, yaitu golongan laki-laki yang 

dipertalikan orang yang meninggal tanpa diselingi oleh 

perempuan. Ashabah ini mempunyai empat jihat : 

a) Jihat Bunuwwah (anak keturunan), yaitu anak laki-

laki dari orang yang meninggal dunia dari 

keturunannya terus ke bawah. 

b) Jihat Ubuwwah (bapak dan Leluhur), yaitu meliputi 

ayah, dan kakek dari orang yang meninggal dan 

seterusnya ke atas. 

c) Jihat Ukhuwwah (saudara dan keurunannya), 

meliputi saudara laki-laki sekandung saudara laki-

laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki 

sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki 

seayah dan seterusnya ke bawah. 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah, Ter, Muzakir, (Bandung: Al Ma’arif,1993), 

h. 260. 
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d) Jihat ummah (paman dan keturunannya), meliputi 

paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki 

dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari 

paman seayah. 

2) Ashabah bil Ghairi, terbatas kepada empat orang 

perempuan yang meliputi : 

a) Anak perempuan, termasuk kedalam golongan 

ashabah dengan saudaranya laki-laki. 

b) Cucu perempuan. 

c) Saudara perempuan sekandung, termasuk kedalam 

golongan ashabah apabila dia mewarisi bersama 

saudara laki-laki. 

d) Saudara perempuan seayah, apabila ia bersama 

saudara laki-laki seayah dengan demikian masing-

masing mereka menjadi ashabah bersama saudara 

laki-lakinya dengan ketentuan bagian laki-laki dua 

kali lipat dari bagian perempuan. 

3) Ashabah ma’al ghairi khusus untuk saudara perempuan 

sekandung atau perempuan seayah, yang mewarisi 

harta bersama dengan anak-anak perempuan atau cucu 

perempuan dengan syara mereka tidak bersama 

dengan saudara laki-laki, ashabah ini dikatakan juga 

dengan ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli 

waris perempuan lainnya untuk menjadi ahli waris 

ashabah. 

c. Ahli waris Dzawu al-Arham 

Ahli waris Dzawu al-Arham adalah orang-orang yang 

mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak 
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dijelaskan bagiannya dalam al-Qur’an dan atau Hadis Nabi 

sebagai dzawu al-furudh dan tidak pula dalam kelompok 

ashabah. Bila kerabat yang menjadi ashabah adalah laki-laki, 

maka Dzawu al-Arham itu adalah perempuan atau laki-laki 

melalui garis keturunan perempuan. Dzawu al-Arham dapat 

dikelompokan menjadi empat kelompok sesuai dengan garis 

keturunan yaitu : 75 

1) Garis keturunan lurus kebawah yaitu : 

a) Anak laki-laki atau anak perempuan dari anak 

perempuan dan keturunannya. 

b) Anak laki-laki atau anak perempuan dari cucu 

perempuan dan keturunannya. 

 

 

2) Garis keturunan lurus keatas yaitu : 

a) Ayah dari ibu dan seterusnya keatas. 

b) Ayah dari ibunya dan seterusnya keatas 

c) Ayah dari ibunya ayah dan seterusnya keatas. 

3) Garis keturunan kesamping pertama yaitu : 

a) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung 

atau seayah dan anaknya. 

b) Saudara laki-laki atau perempuan dari saudara 

seibu dan seterusnya kebawah 

4) Garis keturunan kesamping kedua yaitu : 

a) Saudara perempuan (kandung, seayah dan seibu) 

dari ayah dan anaknya. 
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b) Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah 

dan seterusnya kebawah. 

c) Saudara laki-laki atau perempuan (kandung, seayah 

dan seibu) dari ibu dan seterusnya kebawah. 
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BAB III 

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA MEDAN 

A. Pengertian Kompetensi Pengadilan Agama. 

Kata “kekuasaan” yang sering disebut juga dengan 

“kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu 

”competentie”, yang kadang kala juga diterjemahkan sebagai 

“kewenangan” dan kadang pula sebagai “kekuasaan” untuk 

memutuskan atau melegalkan sesuatu. Kekuasaan atau 

kewenangan peradilan ini kaitannya adalah dengan hukum acara 

yang merupakan ruang lingkup dari kekuasaan kehakiman yang 

diberikan oleh undang-undang terhadap lingkungan peradilan 

agama yang tercantum dalam Bab III Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang meliputi Pasal 49 sampai dengan Pasal.76 

Menurut M. Yahya Harahap ada lima tugas dan kewenangan 

yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu :77 

1. Fungsi kewenangan dalam mengadili. 

2. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang 

hukum Islam kepada instansi pemerintahan. 

3. Kewenangan lain yang diatur atau berdasarkan undang--

undang. 

4. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara 

dalam tingkat banding dan mengadili sengketa 

kompetensi relative. 

5. Serta bertugas mengawasi jalannya peradilan. 
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 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama 

(Undang-Undang No.7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 133. 
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 Ibid, h. 134. 
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Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam 

Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut 

terdiri atas wewenang Relatif dan wewenang absolut. 

Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR, atau 

Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989, sedangkan wewenag absolut berdasarkan pasal 49 

Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili 

perkara-perkara perata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, 

infaq, shadaqoh dan ekonomi islam.78 

B. Jenis-Jenis Kompetensi Pengadilan Agama. 

1. Kompetensi Relatif Peradilan Agama. 

Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan 

wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan 

peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan 

wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan 

Peradilan Agama.79 Yang dimaksud dengan kompetensi relatif 

(relative competentie) Peradilan Agama adalah kewenangan 

ataupun kekuasaan mengadili suatu perkara berdasarkan 

wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama. 

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah 

ditentukan bahwasanya Hukum Acara Perdata yang berlaku pada 
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 M. Fauzan, Pokok Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah 

Syariah Di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2007), h. 33. 

79
 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Jogjakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), h. 87. 
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lingkungan Peradilan Umum adalah Hukum Acara yang berlaku 

pula pada lingkungan Peradilan Agama.80  

Oleh sebab itu maka, landasan hukum untuk menentukan 

kewenangan relatif pengadilan agama ini merujuk pada 

ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan 

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan dalam Pasal 

118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 Ayat (5) R.Bg. menganut asas bahwa 

yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat, 

dan asas ini dalam bahasa latin disebut “actor sequitor forum 

rei”.81 Namun ada beberapa pengecualian yaitu yang tercantum 

dalam Pasal 118 Ayat (2) dan Ayat (4), diantaranya :82 

a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan 

diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat. 

b. Apabila ada tempat tinggal tergugat tidak diketahui, 

maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat 

tinggal penggugat. 

c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka 

gugatan diajukan kepada peradilan diwilayah hukum 

dimana barang tersebut terletak. 

d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu 

akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan 

tempat tinggal yang diplih dalam akta tersebut. 

2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama. 
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 Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama. 
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 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. Hukum Acara Peradilan Agama Di 

Indonesia. Cet. I. (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 124. 
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Kewenangan absolut (absolute competentie) adalah 

kekuasaan ataupun kewenangan peradilan agama yang 

berhubungan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu 

perkara yang mana jenis perkara tersebut hanya bisa diperiksa 

dan diadili oleh Pengadilan Agama saja. Dalam hal memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu 

dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang 

beragama Islam merupakan kekuasaan pengadilan dilingkungan 

Peradilan Agama. Kekuasaan Mutlak Peradilan Agama dalam 

lingkungan Peradilan Agama terdapat dua tingkat Pengadilan, 

yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan 

Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding.83 

Menurut Yahya Harahap, pembagian ligkungan peradilan 

tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (state 

court system) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi 

(separation court system based on jurisdiction). Berdasarkan 

penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu 

berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-

masing berdasarkan diversity jurisdiction, kewenangan tersebut 

memberikan kewenangan absolut pada masing-masing 

lingkungan peradilan sesuai dengan subject matter of 

jurisdiction, sehingga masing-masing lingkungan berwenang 

mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang 

kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:84 
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 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama 
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a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus 

perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan 

Perdata (umum dan niaga). 

b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus 

perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah. 

c. Peradilan Tata Usaha Negera berdasarkan UU No. 5 

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. 

d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan 

memutus perkara-perkara pidana yang terdakwanya 

anggota TNI dengan pangkat tertentu. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, 

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam dibidang :85 

1. Perkawinan. 

2. Waris. 

3. Wasiat. 

4. Hibah. 

5. Wakaf. 

6. Zakat. 

7. Infak. 

8. Shadaqah, dan 
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  Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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9. Ekonomi syariah. 

Dan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

ditentukan bahwa, pengadilan agama berwenang untuk 

sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang 

terkait dengan bjek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila 

subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. 

Dengan perkataan lain, dalam bidang-bidang tertentu dari 

hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan 

agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang 

beragama Islam. Oleh karena itu, peradilan agama dapat 

dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang 

beragama Islam, seperti halnya yang terdapat dibeberapa 

negara lain. Peradilan agama sebagai suatu peradilan keluarga 

yang secara khusus menangani perkara-perkara dibidang Hukum 

Keluarga, maka tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan 

peradilan umum. Oleh karena itu, segala persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai 

dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.86 

 

 

C. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Medan. 

Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan 

wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan 

peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan 

wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan 
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Peradilan Agama.87 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan 

meliputi 21 (dua puluh satu) kecamatan, sebagai berikut :88 

1. Medan Tuntungan 

2. Medan Johor 

3. Medan Amplas 

4. Medan Denai 

5. Medan Area 

6. Medan Kota 

7. Medan Maimun 

8. Medan Polonia  

9. Medan Baru 

10. Medan Selayang 

11. Medan Sunggal 

12. Medan Helvetia 

13. Medan Petisah 

14. Medan Barat 

15. Medan Timur 

16. Medan Perjuangan 

17. Medan Tembung 

18. Medan Deli 

19. Medan Labuhan 

20. Medan Marelan 

21. Medan Belawan 

D. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Medan. 

Tugas pokok Pengadilan Agama Medan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
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 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, h. 87. 
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2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang : 

1. Perkawinan. 

2. Waris. 

3. Wasiat. 

4. Hibah. 

5. Wakaf. 

6. Zakat. 

7. Infak. 

8. Shadaqah, dan 

9. Ekonomi syariah. 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

Medan Kelas I A mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006) 

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, 

bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan 

fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis 

yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 

pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang 

Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 
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3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan 

melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, 

Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ 

Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan 

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : 

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 

Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi 

umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA 

Nomor KMA/080/VIII/2006). 

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan 

nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah 

di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 

ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006). 

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan 

administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan 

administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan 

umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ 

VIII/2006) 

6. Fungsi Lainnya : 

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab 

dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti 

DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 

A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan 

riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses 

yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, 

sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah 
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Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan.89 

E. Mediator di Pengadilan Agama Medan. 

NO. NAMA MEDIATOR 

1.  Dr. Drs. H. Pangihutan Nasution, S.H, M.H, 
CRA 

2.  Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H, M.H 

3.  Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc.Sc 

4.  Hj. Beby Nazila Hasibuan, S.H 

5.  Drs. Dharma Bakti Nasution, S.H, M.H 

6.  Hj. Ema Sujianti Tarigan, S.H, M.H 

7.  M. Ridwan Siregar, S.H, M.H 

8.  H. Rosdiana, S.Psi 

9.  Drs. Sholeh, S.H, M.H 

10.  Bambang Suwardi, S.H 

11.  Dsr. H. Abdul Hamid Ritonga, M.A 

12.  Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag, M.H 

13.  Wessy Triana, S.H, M.H 

14.  Syarifuddin, S.H, M.H 
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BAB IV 

PERANAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA WARIS DI 

PENGADILAN AGAMA MEDAN 

A. Proses Mediasi Oleh Mediator Dalam Menyelesaikan 

Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Medan. 

Proses mediasi di Pengadilan Agama Medan melakukan 

prosedur mediasi yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah 

Agung No. 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan 

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi di 

Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 

tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam 

Menerapkan Lembaga damai. 

Prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam 

proses perkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan 

umum, maupun peradilan agama, terdapat dalam Bab II Pasal 2 

Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016. Berikut merupakan ketentuan 

mediasi yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 

Tahun 2016 :90 

1. Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum 

wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui 

mediasi.91 
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2. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan 

mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.92  

3. Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib menempuh mediasi 

dengan itikad baik.93  

4. Upaya perdamaian (mediasi) merupakan salah satu elemen 

pendukung dan menjadi instrumen untuk meningkatkan 

akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi 

asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan 

biaya ringan. 

5. Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang 

tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan.94  

6. Hasil dari proses mediasi menjadi penilaian bagi majelis 

hakim dalam memutuskan perkara. 

Dalam hal ini dapat dilihat, tahap pelaksanaan mediasi 

sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Medan terbagi menjadi 3 

yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap 

implementasi hasil mediasi:  

1. Tahap Pra Mediasi. 

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) Tahun 2008, pada hari yang ditentukan dan 

dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak 

untuk menenmpuh mediasi. Hakim, melalui kuasa hukum atau 

lansung kepada para pihak untuk berperan lansung atau aktif 
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 Pasal 6 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016. 
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 Pasal 7 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 
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 Pasal 19 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 
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dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban juga 

harus mendorong para pihak sendiri berperan lansung dan aktif 

dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan 

perkara untuk memberikan kesempatan para pihak menempuh 

proses mediasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Emi Ellamega Saragih 

S.Ag, SH, sebagai mediator di Pengadilan Agama Medan, 

menyatakan:95 

“Bahwa setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama, 

majelis hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah 

pihak yang sedang berperkara. Apabila para pihak tidak 

berhasil didamaikan oleh majelis hakim pada saat sebelum 

masuk pada pokok perkara sengketa kewarisan maka para 

pihak yang sedang bersengketa wajib mengikuti proses 

mediasi” 

Sebagaimana juga yang dituturkan oleh Bapak Bambang 

Suwardy, S.H, beliau menjelaskan:96 

“Dalam tahap mediasi diawali dengan pemberian penjelasan 

kepada para pihak tentang prosedur dalam hal mediasi, mereka 

bisa memilih mediator dari internal ataupun mediator dari 

external, kalau dia mediator dari luar, maka mereka harus 

menanggung biaya, tapi jika mediator internal maka tidak 

menambah biaya. Atas pemberian penjelasan tersebut maka 
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 Emi Ellamega Saragih, Mediator di Pengadilan Agama,Wawancara pada 
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17 Februari 2020. 
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para pihak menandatangani surat pernyataan bahwa para pihak 

telah diberikan penjelasan yang cukup mengenai mediasi”. 

Selanjutnya Drs. Dharma Bakti Nasution, S.H, M.H selaku 

Mediator di Pengadilan Agama Medan juga menjelaskan tahapan 

pra mediasi:97 

“Menyatakan bahwa setelah para pihak dipanggil pada sidang 

pertama, majelis hakim berkewajiban untuk mendamaikan 

kedua belah pihak yang sedang berperkara. Apabila majelis 

hakim tidak berhasil maka ditunjuklah mediator yang telah 

ditunjuk. Setelah ditunjuk mediator setujui oleh para pihak, 

lalu dilanjutkan ke ruang mediasi yang telah disediakan oleh 

pihak pengadilan. Dengan kata lain proses mediasi baru dapat 

dilaksanakan apabila para pihak yang berpekara menghadiri 

sidang pertama secara prinsipal atau dapat diwakilkan dengan 

menggunakan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang 

sah.” 

Di dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2008 disebutkan mengenai daftar mediator, sebagai berikut:98 

a. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua 

pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat 

sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai 

dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para 

mediator. 
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b. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang 

telah memiiliki sertifikat dalam daftar mediator. 

c. Jika dalam wilayah yang bersangkutan tidak ada mediator 

yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang 

bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator. 

d. Mediator bukan hakim yang bersetifikat dapat mengajukan 

permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya 

ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang 

bersangkutan. 

e. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, 

Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar 

mediator. 

f. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasikan dan 

memperbaharui daftar mediator. 

g. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator 

dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, 

antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, 

ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas 

pedoman perilaku. 

Apabila tidak ditemukan kata sepakat dalam memilih mediator 

dan diserahkan kepada Majelis Hakim Untuk menunjuk mediator, 

maka pada hari itu juga Majelis Hakim menunjuk mediator bagi 

para pihak untuk melakukan mediasi dengan mengeluarkan surat 

penetapan penunjukan mediator.  
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Proses mediasi baru dapat dilaksanakan apabila para pihak 

yang berpekara menghadiri sidang pertama secara prinsipal atau 

dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa khusus 

berdasarkan alasan yang sah. Setelah itu maka mengenai 

bagaimana pelaksanaan proses mediasi akan diserahkan kepada 

mediator dan para pihak yang berperkara selama proses 

persidangan ditunda oleh majelis hakim sebagaimana dalam 

ketentuan pasal 7. ayat (5) perma No. 1 tahun 2008.99 

2. Tahapan Proses Mediasi. 

Dalam tahap proses mediasi ini para pihak mendatangi ruang 

mediasi dalam catatan mediator tidak boleh mengadakan mediasi 

di luar pengadilan, dengan membawa surat penetapan penunjukan 

mediator oleh Majelis Hakim beserta resume perkara untuk 

diserahkan kepada mediator yang bersangkutan dan 

tergugat/termohon. Setelah mediator mempelajari isi gugatan 

secara mendalam dan mempersiapkan solusi untuk mendamaikan 

para pihak, maka diadakanlah mediasi sesuai jadwal yang telah 

disepakati, mediator melakukan pendekatan secara psikologis dan 

rohani kepada para pihak. Dan apabila diperlukan mediator dapat 

melakukan pertemuan sendiri dengan salah satu pihak (kaukus)100. 

Di Pengadilan Agama Medan sendiri hanya terdapat satu ruang 

khusus mediasi dan jadwal pelaksanaan mediasi adalah pada hari 
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 Dharma Bakti Nasution, Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, 

Tanggal 17 Februari 2020. 
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senin, selasa, dan rabu setiap jam 09:30-12:00 WIB, dengan jumlah 

perkara yang dimediasi dalam sehari kurang lebih sebanyak tujuh 

perkara. 

Menurut ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 mengenai jangka 

waktu mediasi diberikan selama 40 hari, tapi pelaksanaanya disini 

hanya selama 15 hari, dan apabila kesepakatan tidak tercapai maka 

hakim dapat memperpanjangnya lagi. Hal ini tergantung dari 

laporan mediator tentang hasil mediasi kepada hakim, apakah 

mediasi telah dinyatakan berhasil atau gagal ataupun mau 

diperpanjang lagi.  Sedangkan dalam perma No. 1 tahun 2016 

waktu pelaksanaan mediasi selama 30 hari dengan waktu 

tambahan 30 hari. 

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu Emi Ellamega Saragih 

S.Ag, SH, terkait jangka waktu mediasi:101 

“jangka waktu mediasi dilakukan selama 40 hari dengan waktu 

tambahan 14 hari. Namun di Pengadilan Agama Medan, karena 

kasusnya menyakut keutuhan hubungan keluarga dan kerabat, 

maka pengadilan memberikan kebijaksanaan cukup 15 hari 

tambahan waktu dengan waktu kemunduran selama tiga 

minggu dari sidang pertama. Maksud dari waktu kemunduran 

tersebut adalah suatu batas waktu kehadiran yang diberikan 

kepada para pihak, yaitu penggugat dan tergugat untuk 

mengahadiri sidang pertama yang selanjutnya akan 

dilaksanakan mediasi.” 
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Dalam menjalankan proses mediasi, mediator harus mampu 

menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam 

memutuskan perkara, dan diberikan kebebasan untuk 

menciptakan kemungkinan terjadinya kesepakatan damai di 

antara kedua belah pihak yang bersengketa. 

Menurut Bapak Bambang Suwardy, S.H, ia mengatakan bahwa: 

102 

“Apabila proses mediasi berhasil maka dilanjutkan dengan satu 

kali proses persidangan lagi dengan agenda memutuskan apa 

yang telah disepakati dalam proses mediasi, namun apabila 

proses mediasi gagal maka tetap lanjut dengan agenda 

mengikuti semua proses/prosedur yang dijalankan oleh 

Pengadilan.” 

Sebagaimana juga penjelasan Bapak Drs. Dharma Bakti 

Nasution, S.H, M.H, ia menjelaskan bahwa: 103 

“tetap diupayakan kalau bisa selesai di dalam mediasi, tapi 

kalau mereka tetap keras dengan pendiriannya kita tidak bisa 

memaksa. Maksudnya kalau permasalahan para pihak dapat 

selesai ditingakat mediasi berarti mereka dikatakan telah 

damai, kalau damai berarti tidak ada masalah lagi, tinggal 

dirumuskan bagaimana perdamaiannya. Maka hasil perdamaian 

itu dibawa nanti ke ruangan sidang. Di ruangan sidang itu ya 

ada dua kemungkinan pihak, apakah dia cabut perkaranya atau 
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dibuatkan penetapan putusan yang mengikat perdamaian tadi 

itu. kalau damai kemudian masuk di persidangan dibuatkan 

putusan yang mengikat, kalau sudah diikat dengan dengan 

putusan itu berarti sudah punya hak eksekutor kan, itu sudah 

kuat tetapi tetap hasil perdamaiannya mereka tunduk pada 

hasil perdamaiannya kan.” 

Selanjutnya menurut Ibu Emi Ellamega Saragih S.Ag, SH, 

beliau juga memberikan penjelasan: 104 

“Majelis Hakim akan memerintahkan para pihak menghadiri 

pertemuan mediasi, diupayakan secara maksimal dan dilakukan 

paling lama 40 hari Sama dengan perkara biasa, hanya saja 

bukan satu kali saja dimediasi berulang-ulang bila belum 

damai. Kalau terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta 

perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan 

putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian 

tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali tantang hal-hal baru 

di luar itu. Akta perdamaian tidak berlaku banding sebab akta 

perdamaian bukan keputusan pengadilan. Bila tidak terjadi 

perdamaian, hal itu harus dicantumkan dalam berita acara 

sidang, sidang akan dilanjutkan.” 

3. Tahapan Hasil Mediasi 

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan, laporan proses 

mediasi gagal karena tidak tercapainya perdamaian. Dan juga 

dapat berupa laporan proses mediasi berhasil dengan kesepakatan 

perdamaian dan surat pernyataan pencabutan perkara. Selanjutnya 
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hasil mediasi tersebut diberitahukan kepada Majelis Hakim untuk 

ditindak lanjuti perkara tersebut. 

Apabila dalam proses mediasi tidak mendapatkan kata sepakat 

dari para pihak, maka mediator berwenang menyatakan proses 

mediasi telah gagal dengan memberitahukan kepada Majelis 

Hakim Pemeriksa Perkara. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak 

Drs. Dharma Bakti Nasution, S.H, M.H: 105 

“Dalam permasalahan waris, mediator berwenang untuk 

memberikan solusi tentang pembagian harta warisan sesuai 

hukum Islam dan bukan kewarisan adat, sesuai dengan 

pembagian masing-masing pihak dan kedua belah pihak 

membicarakannya, lalu mempertimbangkan solusi tersebut dan 

sama-sama sepakat. Bila para pihak tidak menemukan kata 

sepakat dan damai dalam proses mediasi, maka mediator akan 

menyatakan proses mediasi gagal yang selanjutnya dilaporkan 

kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Sehingga perkara waris ini 

dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis 

Hakim pada hari sidang selanjutnya.” 

Proses mediasi berhasil apabila tercapainya perdamaian atau 

kata sepakat diantara para pihak. Sebagaimana yang dijelaskan 

Bapak Bambang Suwardy, S.H: 106 

“Apabila proses mediasi berhasil, maka mediator akan 

menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Hakim 
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Pemeriksa Perkara. Setelah itu, para pihak akan 

menandatangani surat pernyataan pencabutan perkara dan 

majelis hakim akan menghentikan prosess persidangan karena 

para pihak telah berdamai. Mengenai akta perdamaian 

diserahkan kepada keinginan para pihak, apakah mereka ingin 

membuat akta perdamaian atau tidak. Maka para pihak telah 

dapat membagi harta warisan sesuai yang disepakati dan 

kembali hidup damai sebagai saudara atau kerabat dengan 

rukun.” 

Menurut pasal 1851 KUHPerdata, perdamaian (dading) adalah 

suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan 

menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, 

mengakhiri suatu perkara yang sedang berlansung ataupun 

mencgah timbulnya suatu perkara. karena dalam suatu perkara 

waris pasti ada unsur benda, maka dibutuhkanlah akta 

perdamaian oleh kedua belah pihak. 

Proses pelaksanaan atau tahapan-tahapan mediasi di 

Pengadilan Agama Medan sebagai berikut: 

a. Sambutan Mediator, berisi: 107 

1) Meyakinkan para pihak yang masih ragu dalam proses 

dan manfaat mediasi. 

2) Menenerangkan kepada para pihak bahwa mediator 

selaku pihak ketiga, dalam melaksanakan mediasi tidak 

memihak dan bersifat imparsial. 
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3) Menerangkan tata tertib dalam mediasi dengan membuat 

kesepakatan-kesepakatan, antara lain: 

a) Ketika saat salah satu pihak berbicara, maka pihak 

yang lain mendengarkan. 

b) Selama berlangsungnya proses mediasi para pihak tidak 

diperkenankan untuk merokok.  

c) Selama berlangsungnya proses mediasi para pihak 

harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. 

d) Selama berlangsungnya proses mediasi, para pihak 

tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam.  

4) Menegaskan bahwa para pihak tersebut mempunyai 

kewenangan untuk mengambil keputusan. 

5) Menegaskan bahwa mediator dalam tugasnya bersifat 

imparsial atau tidak memihak pada salah satu pihak 

dalam mediasi. 

6)  Mengajak para pihak untuk menaati tata tertib yang telah 

disepakati selama berlangsungnya mediasi. 

 

b. Cara penyelesaian sengketa waris dengan cara: 108 

1) Dengan persentase. Dalam memediasi kasus sengketa 

waris biasanya menggunakan standar harga emas, dollar, 

atau tanah. Hanya saja dalam beberapa kasus sengketa 

waris hanya dapat diukur menggunakan persentase atau 

bagian masing-masing yang didapatkan oleh ahli waris. 
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2) Dengan kesepakatan pembagian. Pada dasarnya masing-

masing ahli waris dapat memilih pembagian waris dengan 

2 (dua) cara, yaitu: 

a) Pembagian warisan dengan menggunakan Hukum 

Islam yaitu dengan bagian Laki-laki 2 (dua) bagian dan 

untuk bagian Perempuan 1 (satu) bagian atau 2 (dua) 

banding 1 (satu). Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S 

An-Nisaa (4) Ayat 11. 

b) Pembagian warisan dengan menggunakan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) yakni sama rata antara laki-laki 

dengan perempuan. Pada BAB II Hukum Kewarisan 

Pasal 183. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa langkah-

langkah yang terdapat di dalam penyelesaian sengketa kewarisan 

secara mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama 

Medan bersumber dan dijalankan sesuai dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tanpa mengurangi dan 

atau melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan tersebut. 

Diharapkan dengan berpedoman dengan PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 ini, proses penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi 

oleh mediator di Pengadilan Agama Medan dapat berjalan lancar 

dan efisien, serta diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua 

belah pihak yang bersengketa. Karena merupakan kewajiban bagi 

pengadilan untuk menyelenggarakan mediasi terhadap perkara 

yang masuk ke pengadilan tingkat pertama. 
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Sebagaimana yang yang diinginkan kita semua, bahwa proses 

mediasi merupakan proses mendidik dan mendewasakan para 

pihak dalam bersikap. Dimana para pihak harus mengikuti proses 

mediasi sesuai aturan yang ada dan mendengar setiap arahan 

serta masukan yang diberikan oleh mediator, karena mediator 

disini berperan besar dalam proses pendewasaan para pihak 

dalam menyelesaikan masalah mereka. Mediator berperan untuk 

tidak memihak terhadap masalah yang dihadapi, sehingga timbul 

rasa aman dan nyaman dari para pihak dalam menyelesaikan 

masalahnya. Namun Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama dari 

para pihak yang bersengketa dengan mediator yang terlibat dalam 

proses mediasi agar mediasi dapat berjalan lancer dan berhasil, 

sehingga berakhir dengan kesepakatan damai dari para pihak. 

Apabila proses mediasi dapat berjalan semestinya dan berakhir 

dengan kesepakatan damai, maka kerja sama ini dibutuhkan guna 

menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam proses mediasi, 

yang dalam kasus ini ialah proses mediasi sengketa kewarisan. 

 

 

B. Efektivitas Yang Dicapai Mediator Dalam Menyelesaikan 

Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Medan. 

Dalam proses mediasi, hakim sebagai mediator tidak memiliki 

kewenangan untuk memutus perkara seperti dalam sidang 

pengadilan (litigasi). Peran mediator dalam proses mediasi 

kemudian terbagi dua: apakah hanya sebagai fasilitator yang 

mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative approach) atau 
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bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (evaluative 

approach).109 

Adapun pertanyaan peneliti kepada mediator di Pengadilan 

Agama Medan yaitu Bapak Drs. Dharma Bakti Nasution, S.H, M.H 

dalam menjalankan proses media yang di lakukan mediator 

apakah mediasi di Pengadilan Agama Medan sudah berjalan secara 

efektif, beliau menjelaskan: 110 

“Bahwa berbicara masalah efektivitas mediasi yang dilakukan 

oleh mediator dalam sengketa kewarisan di Pengadilan Agama 

Medan jika dilihat dari hasilnya masih belum efektif, masih 

banyak kasus kewarisan yang dilakukan secara mediasi oleh 

mediator yang berlanjut, arti nya proses mediasi gagal dan 

lanjut ke tahap persidangan selanjutnya” 

 Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Bapak Bambang 

Suwardy, S.H: 111 

“Beliau mengatakan bahwa belum efektif proses mediasi yang 

dilakukan oleh mediator dalam perkara kewarisan, jarang yang 

berhasil dan rata-rata tidak berhasil.” 

Sedangkan menurut Ibu Emi Ellamega Saragih S.Ag, SH: 112 
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 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan 

Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan, (Cet. 1; Bandung: CV. Mandar 

Maju, 2012), h. 43-44. 

110
 Dharma Bakti Nasution, Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, 

Tanggal 17 Februari 2020. 

111
 Bambang Suwardy, Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, Tanggal 

17 Februari 2020. 

112
 Emi Ellamega Saragih,  Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, 

Tanggal 17 Februari 2020. 
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“Bahwa mediasi dilakukan sampai batas waktu menurut PERMA 

No. 1 Tahun 2016, dengan adanya batas waktu yang ditentukan 

maka proses mediasi bisa dilakukan sepanjang waktu belum 

berakhir. Apabila mediasi gagal maka pasti perkara akan 

berlanjut dengan mengikuti prosedur yang berlaku di 

Pengadilan, dan apabila berlanjut maka hal inilah yang 

menunjukkan bahwa efektivitas yang dicapai masih kurang 

efektif. 

Dari penjelasan yang disampaikan oleh mediator yang ada di 

Pengadilan Agama Medan di atas dapat dipahami bahwa setiap 

mediator memberikan jawaban yang hampir sama bahwa mediasi 

di Pengadilan Agama Medan memang sudah berjalan dengan baik 

atau sudah terlaksana dengan berdasarkan pada PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan namun 

kurang efektif. Untuk mengefektifkan mediasi memerlukan 

beberapa syarat agar bisa menangani sengketa dengan efektif, 

yaitu:113 

1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama memiliki 

keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. 

2. Semua pihak harus beritikad baik dalam melangsungkan 

proses mediasi, karena kalau tidak, bisa dipakai sebagai 

taktik untuk mengulur-ulur waktu. 

3. Kasus yang berkaitan dengan ideologi atau keyakinan pihak 

yang bersengketa yang tidak memberikan ruang untuk 
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berkompromi tidak cocok untuk menggunakan mediasi 

sebagai penyelesaian sengketa. 

4. Mediasi bukanlah metode yang tepat untuk menangani 

sengketa yang berkaitan dengan hak (rights) seseorang 

karena jenis sengketa ini lebih cocok untuk ditangani 

pengadilan dengan cara memutus.  Mediasi lebih tepat 

dipakai untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan 

kepentingan (interests). 

Adapun laporan perkara kewarisan dari tahun 2014-2016 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Stastistik Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama 

Medan 

Dari Tahun 2016 – 2019 

No Tahu

n 

Perk

ara 
Dite
rima 

Perk

ara 
Dica
but 

Perk

ara 
Dika
bulk
an 

Perk

ara 
Ditol

ak 

Pera

kara 
Tida

k 
Dite
rima 

Perk

ara 
Digu
gurk
an 

Perk

ara 
Dicor

et 
Dari 
regis
ter 

Sisa 

Perk
ara 

1 2016 33 2 4 0 1 1 0 23 

2 2017 22 1 1 0 1 0 0 20 

3 2018 20 0 0 1 1 0 0 19 

4 2019 23 1 0 0 0 0 0 22 

Jumlah  98 4 5 1 3 1 0 81 

Sumber : Pengadilan Agama Medan 
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Berdasarkan tabel di atas perkara kewarisan yang masuk di 

Pengadilan Agama Medan pada tahun 2016-2019 berjumlah 98 

yang memiliki kualifikasi putusan diantarnya, dicabut 4 , 

dikabulkan 5, ditolak 1, tidak diterima 3, digugurkan 1. Dalam 

perkara kewarisan yang berhasil dimediasi oleh mediator di 

Pengadilan Agama Medan hanya 4. Ini menunjukkan bahwa 

mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Medan 

masih belum efektif. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor 

diantaranya mediator yang tidak berperan atau belum 

maksimal/efektif dalam memediasi para pihak, atau juga karena 

kesadaran masyarakat yang kurang memahami keadaannya 

sebagai makhluk sosial yaitu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang 

lain sekalipun itu adalah orang yang berperkara dengan dirinya. 

Dari hasil wawancara dengan mediator yang ada di Pengadilan 

Agama Medan, dapat disimpulkan ada beberapa kendala masih 

kurang efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Medan dalam 

penyelesaian sengketa kewarisan, diantaranya:  

1. Minimnya ruang mediasi yang dimiliki Pengadilan Agama 

Medan yang membuat antrian bagi para pihak yang ingin 

menjalankan mediasi pada hari tersebut banyak, maka 

mereka harus menunggu giliran untuk mediasi. 

2. Banyak para pihak yang berpekara di Pengadilan Agama 

Medan khusunya perkara kewarisan untuk didamaikan atau 

menemukan kata sepakat, karena  mereka sudah mempunyai 

prinsip sendiri untuk mempertahankan posisi mereka, yang 

mana masing pihak-pihak menganggap tindakan yang 
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diambil sudah benar dan sesuai yang diinginkan, maka 

kebanyakan proses mediasi yang dilakukan mediator gagal. 

3. Pembagian waktu mediasi yang kurang maksimal, sehinggah 

proses medisi krang dapat dilaksanakan secara maksimal 

karena jangka waktu yang diberikan dalam proses mediasi 

hanya sebentar mengingat banyak jadwal mediasi dan 

ruangan mediasi yang terbatas. 

4. Para pihak yang berperkara tidak dapat diajak bekerja sama, 

dalam artian tidak beriktikad baik dalam melakukan mediasi 

yakni salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir 

dalam proses mediasi, sama halnya para pihak memberikan 

kuasa hukum kepada pengacaranya, meskipun hal tersebut 

dibolehkan dengan para pihak diwajibkan menyatakan 

secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai, 

namun inti dari mediasi tidak terlaksana. Sebab mediasi 

pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh para pihak yang 

berpekara. 

Kendala-kendala inilah yang membuat mediasi belum dapat 

berjalan sesuai dengan tujuannya, tidak dapat dimaksimalkan, dan 

tidak berjalan efektif serta efisien. Harapan pihak Pengadilan 

Agama Medan adalah agar kendala-kendala ini dapat dihadapi 

dengan berbagai upaya yang telah mereka persiapkan. Sehingga 

proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan dicita-citakan oleh 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 

C. Pandangan Advokat dan Para Pihak Terhadap Pelaksanaan 

Mediasi di Bidang Waris 
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Dalam suatu Negara hukum, Advokat sering juga disebut 

sebagai pengacara, lawyer ataupun pokrol. Advokat adalah profesi 

yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakan 

hukum dan dalam melaksanakan profesinya dilindungi oleh 

undang-undang. Undang-undang advokat mengartikan advokat 

sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan 

berdasarkan ketentuan undang-undang. Bentuk jasa hukum yang 

dapat diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan 

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan 

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 

Dari bentuk pelayanan di atas dapat disimpulkan bahwa jasa 

advokat adalah bersifat luas karena meliputi bidang ligitasi (proses 

di pengadilan) maupun non ligitasi (di luar pengadilan). 

Seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

penasihat hukum mengikuti beberapa aturan-aturan hukum yang 

berlaku, dan aturanaturan hukum yang mengatur terhadapnya. 

Sehingga sebagai seorang advokat tidak bisa melakukan 

pendampingan atas kemauan dan kehendak dirinya sendiri.  Untuk 

memulai proses pendampingan, para klien yang menginginkan 

perkaranya untuk didampingi oleh advokat untuk diselesaikan 

secara nonlitigasi yakni diluar persidangan sebelumnya langkah 

yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran ke kantor 

advokat terdekat. 

Dalam perkara kewarisan, proses mediasi yang dilakukan oleh 

mediator banyak dari para pihak yang memberi kewenangan 
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kepada advokat atau kuasa hukum untuk mewakilinya dalam 

proses mediasi, banyak dari pihak yang berperkara menggunakan 

jasa kuasa hukum atau advokat untuk mendampingi selama proses 

persdiangan di Pengadilan Agama. 

Proses mediasi yang dilakukan mediator tidak selamanya 

berhasil yang berujung kepada perdamaian, akan tetapi adakalanya 

proses mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil untuk 

mendaimaikan para pihak yang bersengketa khususnya dalam 

perkara kewarisan. Penulis telah melakukan wawancara kepadaa 

beberapa kuasa hukum/advokat yang pernah menangani perkara di 

bidang kewarisan di Pengadilan Agama Medan. 

Penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada para advokat 

yang peranh menangani perkara kewarisan di Pengadilan Agama 

Medan, apakah perkara waris yang pernah diselesaikan berhasil 

sampai di tahapan mediasi atau sampai kepada putusan hakim, 

menurut Bapak Afrizal, S.H114 beliau menjelaskan: 

“Menurut saya, selama saya menjadi advokat dan menangani 

perkara waris, dalam proses mediasi yang dilakukan mediator 

banyak klien saya yang meminta untuk melanjutkan ke 

persidangan, dan mediasi yang dilakukan gagal, berarti dapat 

dikatakan bahwa perkara tersebut dilanjuntkan ke persidangan 

dan mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Hal itu disebabkan 

karena adanya rasa egois rasa paling benar, sehingga sebelum 

adanya putusan hakim dia sudah mendahuluinya dan 

menyatakan dirinya paling benar, dan mencari aturan yang 
                                                           

114
 Afrizal, S.H, Advokat, Wawancara di Pengadilan Agama Medan, Tanggal 17 

Februari 2020. 
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menguntungkan diri pribadi sehingga tidak objektif. Sumber 

hukum non litigasi tidak terpaku pada suatu dasar hukum, 

tetapi tergantung kesepakatan para pihak.” 

Sebagiamana juga menurut Bapak M. Syafii Sitepu, S.Ag, S.H, 

beliau juga memberikan penjelasan:115 

“Banyak dari proses mediasi dalam perkara waris dikatakan 

tidak berhasil dan lanjut kedalam persidangan dikarenakan ego 

para pihak yang sangat kuat untuk mempertahankan bahagian 

yang harus dia miliki, dalam hal ini meditor kurang berhasil 

untuk mendamaikan para pihak dalam perkara kewarisan di 

Pengadilan Agama Medan” 

Begitu juga pendapat Ibu Soimah Sah, S.H selaku advokat yang 

pernah menangani perkara waris di Pengadilan Agama Medan, 

beliau mengatakan:116 

“Kebannyakan lanjut kepersidangan atau meneruskan 

persidangan, karna kembali lagi semua merasa benar dengan 

pendapatnya masing-masing atau merasa bahwa dia juga 

mempunyai hak di dalamnya. Sehingga terkadang tidak bisa 

terciptannya perdamain dari kedua belah pihak, itu 

menunjukkan bahwasannya mediator kurang berhasil dalam 

memediasi para pihak yang berkara dalam hal waris itu 

sendiri.” 

                                                           
115

 M. Syafii Sitepu, S.Ag, S.H, Wawancara di Pengadilan Agama Medan, 

Tanggal 17 Februari 2020. 

116
 Soimah Sah, S.,H, Wawancara di Pengadilan Agama Medan, Tanggal 17 
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Jadi dari penjelasan para advokat yang pernah menangani 

perkara waris di Pengadilan Agama Medan, mereka berpendapat 

bahwa perkara waris yang pernah mereka tangani tidak ada yang 

berhasil dalam tahap proses mediasi yang di lakukan mediator, 

banyak dari perkara waris tersebut berlanjut kedalam tahap 

persidangan, dengan demikan mediasi yang dilakukan mediator 

tidak berhasil. 

Penulis juga bertanya kepada para advokat mengenai apakah 

proses mediasi di Pengadilan Agama Medan sesuai dengan PERMA 

No 1 Tahun 2016, menurut Bapak M. Syafii Sitepu, S.Ag, S.H, 

memberikan penjelasan:117 

“Bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Medan sejatinya 

belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari Perma No 1 

Tahun 2016, dimana dari segi fasilitas yang di miliki Pengadilan 

Agama Medan belum memadai, belum lagi dari segi waktu 

antrian panjang yeng membuat proses mediasi yang dilakukan 

oleh mediator tidak berjalan secara maksimal.” 

Ibu Soimah Sah, S.H jugan memberikan penjelasannya 

mengenai proses mediasi di Pengadilan Agama Medan apakah 

sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016: 118 

“Menurut saya proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan 

Agama Medan belum sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016, 

                                                           
117

 M. Syafii Sitepu, S.Ag, S.H, Wawancara di Pengadilan Agama Medan, 

Tanggal 17 Februari 2020. 
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mengapa saya mengatakan seperti itu karena masih banyak 

kekurangan baik dari segi fasilitas, waktu dan juga kecukupan 

mediator yang masih sedikit khususnya di bidang perkara 

waris” 

Begitu juga menurut keterangan dari Bapak Bapak Afrizal, S.H 

beliau menjelaskan: 119 

“Menurut saya belum, pelaksanaan mediasi yang dilakauakan di 

Pengadilan Agama Medan belum sepenuhnya sesuai dengan 

PERMA No 1 Tahun 2016, melihat dari beberapa kekurangan 

seperti dari segi pasilitas dimana Pengadilan Agama Medan 

hanya memiliki satu ruangan mediasi yang mana membuat 

antrian dalam menggunakan ruangan tersebut, dari segi waktu 

karena hanya memiliki satu ruangan membuat antrian panjang 

dan waktu mediasi yang dilakukan mediator kurang efesien, 

dan yang lain-lain yang masih kurang koperatif.” 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

mediasi yang dilkaukan mediator di Pengadilan Agama Medan 

menurut para advokat yang pernah menangani perkara waris 

belum berjalan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016. 

Penulis juga bertanya kepada para advokat mengenai apa 

stragtegi yang dilakukan para advokat yang mendampingi para 

pihak dalam perkara kewarisan, menurut Bapak Bapak Afrizal, S.H 

beliau mengatakan: 120 
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 Afrizal, S.H, Advokat, Wawancara di Pengadilan Agama Medan, Tanggal 17 

Februari 2020. 
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“Dalam melakukan pendampingan dalam proses memdiasi saya 

mencoba untuk memberikan wawasan atau pengetahuan hukum 

kepada klien saya untuk dapat membentuk mindset/pemikiran 

yang sama agar tercapainya kesepakatan antar pihak. Dalam 

hal tersebut perlunya dukungan dari berbagai institusi seperti 

Kementerian Agama dan dari Pengadilan Agama itu sendiri 

untuk mengadakan sosilaisasi supaya masyrakat luas 

mengetahui pengetahuan tentang hukum khususnya pada 

perkara kewarisan. Seorang klien yang tidak memahami hukum 

kewarisan menyebabkan perilaku yang egois ingin 

mendapatkan bagian yang lebih tinggi, karena memang 

menurutnya itu adalah benar dan sudah menjadi keyakinan. 

Disisi lain ada juga ahli waris yang sudah memahami hukum 

kewarisan namun digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri 

dengan memanfaatkan ketidaktahuan ahli waris yang lainnya 

sehingga meminta bagian yang lebih besar. Disinilah tugas saya 

untuk memberikan pemahaman kepada para klien sehingga 

semua saling memahami dan mengerti hukum kewarisan. 

Kemudian setelah para klien mengerti lebihlebih bisa 

memahami semua itu, diharapkan mampu merubah mindsetnya 

yang awalnya ingin menang sendiri menjadi demi kepentingan 

bersama” 
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Sedangkan menurut Bapak M. Syafii Sitepu, S.Ag, S.H, beliau 

memberikan penjelasan terkait strategi yang dilakukan dalam 

mendampingi para pihak pada proses mediasi :121 

“Dalam hal mendampingi para pihak yang berpekara saya 

memberikan pemahaman dulu kepada klien saya dalam hal 

pemahaman terhadap hukum khusunya di bidang kewarisan, 

setelah itu saya menganalisa duduk perkara dengan benar agak 

dipahami apa yang disengketakan. Ketika saya menganalisa 

posisi perkara dengan tepat maka dapat dipastikan tidak akan 

salah dalam pengambilan suatu hukum atau undang-undang 

yang mengatur permasalahan yang disengketakan tersebut. 

Dengan menentukan sumber hukum yang mengatur pada 

persengketaan yang disengketakan tersebut sehingga dapat 

dilihat dengan jelas inti dari Solusi yang akan saya berikan 

kepada klien saya. Kemudian para klien menentukan dan 

memilih solusi yang saya tawarkan kepadanya untuk disepakati 

bersama.” 

Begitu juga dengan Ibu Soimah Sah, beliau mengatakan:122 

“Strategi yang saya lakukan dalam mendampingi klien saya 

dalam perkara waris saya terlebih dahulu memberikan 

wawasan kepada klien saya terhadap keuntungan apabila 

menggunkan mediasi dalam penyelsaian sengketa kewarisan 

dari pada harus melnjutkan sampai ketahap persidangan. Saya 

                                                           
121
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memberikan penjelasan apa keuntungan dan kerugian dengan 

non litigasi ataupun litigasi. Saya memberikan waktu 4 bulan 

untuk berpikir apakah berdamai dalam proses mediasi atau 

harus melanjutkan ke persidangan dan saya mencari jalan lain 

dengan upaya hukum.” 

Dari penjelasan dapat jelaskan bahwa ada beberapa strategi 

yang dilakukan para advokat dalam mendampingi para pihak di 

dalam proses mediasi, diantaranya yaitu para advokat mencoba 

untuk menganlisa posisi perkara waris terlebih dahulu dengan 

tepak, kemudian para advokat mencoba mengetahui inti keinginan 

dari setiap klien, juga advokat mencari inti sumber dari 

permasalahan waris tersebut dan yang terakhir para advokat 

memberikan pemahaman mengenai masalah yang di sengketakan 

kepada para pihak serta mencoba untuk menyelsaikan 

permsalahan tersebut melalui proses mediasi saja. 

Penulis juga melakukan wawancara dengan bebera para pihak 

yang berperak sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan 

Agama Medan, diantaranya penulis melakukan wawancara dengan 

Ibu Khairiah terkait dengan bagaimana proses mediasi yang 

berjalan di Pengadilan Agama Medan, beliau menjawab :123 

“menurut saya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 

Medan kurang maksimal dikarenakan waktu yang dilakukan 

dalam proses mediasi kurang maksimal atau terlalu cepat, jadi 

penyelesaian masalah yang diharapkan tidak dapat terlaksana 

karena keterbatasan waktu sehinggah mediasi yang kami 
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jalankan tidak berjalan dengan baik dan mediasinya tidak 

berhasil”. 

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nur Asiah terkait 

dengan bagaimana proses mediasi yang berjalan di Pengadilan 

Agama Medan, beliau menjelaskan :124 

“proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Medan 

pada perkara yang kami lakukan sudah berjalan dengan baik, 

akan tetapi mediasi yang berjalan tidak berhasilkan 

dilaksanakan karena kami ingin perkara yang kami ajukan 

tetap berjalan sampai dengan persidangan, kami tidak mau 

perkara yang kami ajukan terhenti di mediasi saja yang pada 

hasilnya berdamai, kami mau perkara kami tetap dilanjutkan ke 

persidangan”. 

 
Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Zurkiah Saragih 

terkait dengan bagaimana proses mediasi yang berjalan di 

Pengadilan Agama Medan, beliau menjelaskan : 125 

“menurut pemahaman saya proses mediasi yang dilakukan di 

Pengadilan Agama Medan sudah sesuai dan dapat dikatakan 

baik, akan tetapi dikarenakan memang diantara kedua bela 

pihak sudah tidak mau lagi untuk berdamai akhirnya kami 

memutuskan untuk melanjutkan gugatan kami ke tahap 

persidangan, dan mediasi yang kami lakukan tidak berhasil 

dilakukan”. 
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Dari hasil wawancara penulis dengan para pihak yang 

melakukan mediasi di Pengadilan Agama Medan terkait dengan 

bagaimana proses mediasi yang berjalan di Pengadilan Agama 

Medan dapat disimpulkan bahwa untuk proses mediasi nya sudah 

dapat diakatakan berjalan dengan baik, akan tetapi untuk 

keberhasilannya Kembali kepada para pihak yang berperkara 

dimana para pihak rata-rata tidak ingin perkara yang diajukan 

berhenti di mediasi akan tetapi mereka ingin perkara yang mereka 

ajukan berjalan hinggah ke persidangan. 

Penulis juga melakukan wawancara dengan para pihak terkait 

dengan factor factor yang menghambat jalannya proses dalam 

memediasi perkara waris di Pengadilan Agama Medan, penulis 

melakukan wawancara dengan Ibu Khairiah terkait dengan factor 

factor yang menghambat jalannya proses dalam memediasi perkara 

waris di Pengadilan Agama Medan, beliau menjawab :126 

“menurut saya yang menjadi factor penghambat didalam 

berjalannya proses mediasi dalam perkara waris di Pengadilan 

Agama Medan adalah dikarenakan para pihak yang berperkara 

kurang setuju untuk dengan pendapat mediator untuk 

melakukan perdamaian, maka pada akhirnya yang menjadi 

factor penghambat dikarenakan para pihak yang tetap ingin 

melanjutkan perkaranya sampai ke persidangan”. 

penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nur Asiah terkait 

dengan factor factor yang menghambat jalannya proses dalam 
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 Khairiah, Wawancara di Pengadilan Agama Medan, Tanggal 17 Februari 2020.  
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memediasi perkara waris di Pengadilan Agama Medan, beliau 

menjelaskan :127 

“saya rasa yang menjadi factor penghambat didalam 

berjalannya proses mediasi dalam perkara waris di Pengadilan 

Agama Medan disebabkan karena kurangnya komunikasi atau 

waktu diskusi yang sangat kurang, pada dasarnya proses 

mediasi dapat berjalan dengan baik akan tetapi karena waktu 

diskusi yang sangat singkat membuat komunikasi antara 

mediator dengan kedua bela pihak yang berperkara tidak 

berhasil dengan perdamaian,akan tetap gugatan atau perkara 

tersebut tetap lanjut ke persidangan hinggah sampai kepada 

putusan hakim”. 

 
Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Zurkiah Saragih 

terkait dengan factor factor yang menghambat jalannya proses 

dalam memediasi perkara waris di Pengadilan Agama Medan, 

beliau menjelaskan : 128 

“pada saat kami melakukan mediasi dengan mediator dan para 

pihak sudah tidak kondusif proses berjalannya mediasi, 

menurut saya factor yang menghambat jalannya proses dalam 

memediasi perkara waris di Pengadilan Agama Medan 

dikarenakan pada awal proses mediasi berjalan para pihak 

sudah tidak kondusif dan sudah saling bertengkar, jadi tidak 

butuh waktu lama untuk mediasi berjalan, sehinggah proses 

                                                           
127

 Nur Asiah, Wawancara di Pengadilan Agama Medan, Tanggal 17 Februari 2020. 
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 Zurkiah Saragih, Wawancara di Pengadilan Agama Medan, Tanggal 17 Februari 2020. 
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mediasi terhenti dan perkara yang kami ajuakan lanjut ke tahap 

atau proses persidangan”. 

 
Dari hasil wawancara penulis dengan para pihak yang 

melakukan mediasi di Pengadilan Agama Medan terkait dengan 

factor factor yang menghambat jalannya proses dalam memediasi 

perkara waris di Pengadilan Agama Medan dapat disimpulkan 

bahwsanya yang menjadi factor penghambat berjalannya mediasi 

perkara waris di Pengadilan Agama Medan disebabkan karena 

kurangnya waktu diskusi bagi mediator dengan para pihak untuk 

dapat berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Medan dan juga 

factor yang lain yang menyebabkan tidak berjalannya mediasi di 

Pengadilan Agama Medan tensi dari para pihak yang sudah 

meninggi dan juga sudah tidak kondusif lagi, sehinggah proses 

mediasi lagi tidak berjalan dengan baik. 



 
 

119 
 

BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis 

memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut : 

1. Proses mediasi oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa 

waris di Pengadilan Agama Medan dilakukan dengan tiga 

tahapan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi 

serta tahapan hasil mediasi. langkah-langkah yang terdapat 

di dalam penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi 

yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Medan 

bersumber dan dijalankan sesuai dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tanpa mengurangi 

dan atau melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan tersebut. 

Diharapkan dengan berpedoman dengan PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 ini, proses penyelesaian sengketa kewarisan 

secara mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Medan 

dapat berjalan lancar dan efisien, serta diakhiri dengan 

kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang 

bersengketa. Karena merupakan kewajiban bagi pengadilan 

untuk menyelenggarakan mediasi terhadap perkara yang 

masuk ke pengadilan tingkat pertama. 
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2. Pandangan advokat para pihak terhadap pelaksanaan 

mediasi dibidang waris yaitu bahwa perkara waris yang 

pernah mereka tangani tidak ada yang berhasil dalam tahap 

proses mediasi yang dilakukan mediator, banyak dari 

perkara waris tersebut berlanjut kedalam tahap 

persidangan, dengan demikan mediasi yang dilakukan 

mediator tidak berhasil. Para advokat juga mengatakan 

bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan mediator di 

Pengadilan Agama Medan menurut para advokat yang 

pernah menangani perkara waris belum berjalan sesuai 

dengan PERMA No 1 Tahun 2016. Terhadap strategi yang 

dilakukan para advokat dalam mendampingi para pihak 

dalam proses mediasi yaitu ada beberapa strategi yang 

dilakukan para advokat dalam mendampingi para pihak di 

dalam proses mediasi, diantaranya yaitu para advokat 

mencoba untuk menganlisa posisi perkara waris terlebih 

dahulu dengan tepat, kemudian para advokat mencoba 

mengetahui inti keinginan dari setiap klien, juga advokat 

mencari inti sumber dari permasalahan waris tersebut dan 

yang terakhir para advokat memberikan pemahaman 

mengenai masalah yang disengketakan kepada para pihak 

serta mencoba untuk menyelsaikan permasalahan tersebut 

melalui proses mediasi saja. 

3. Efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan 

sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Medan dapat 

dikatakan belum berjalan sesuai dengan tujuannya, tidak 
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dapat dimaksimalkan, dan tidak berjalan efektif serta 

efisien. Harapan pihak Pengadilan Agama Medan adalah agar 

kendala-kendala dalam memaksimalkan proses mediasi 

dapat dihadapi dengan berbagai upaya yang telah mereka 

persiapkan. Sehingga proses mediasi dapat berjalan sesuai 

dengan dicita-citakan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 

B. Saran 

1. Bagi mediator di Pengadilan Agama Medan, dalam 

penanganan kasus sengketa waris hendaknya semua 

mediator memiliki kemampuan dan keahlian dalam 

menangani sengketa waris tidak melulu yang menangani 

kasus sengketa waris adalah mediator tertentu, dan juga 

kemampuan dalam bidang lain contoh pada kasus ekonomi 

syariah, zakat, dan lain-lain. 
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SUSUNAN PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA MEDIATOR 

1. Apakah Bapak / Ibu sebagai mediator di Pengadilan Agama 

Medan ? 



 

 
 

2. Sejak kapan Bapak / Ibu menjadi mediator di Pengadilan Agama 

Medan? 

3. Apakah bapak memiliki sertifikat mediator ? 

4. Menurut bapak/ibu apakah tujuan utama dari mediasi ? 

5. Bagaimana pelaksaan mediasi setalah adanya PERMA No. 1 

Tahun 2016? 

6. Apakah proses mediasi dalam perkara waris yang terjadi di 

Pengadilan Agama Medan sudah sesuai dengan aturan ? 

7. Apakah proses mediasi dalam perkara sengeta waris sudah 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pengadilan, maupun 

para pihak itu sendiri ? 

8. Apakah indikator keberhasilan dalam proses mediasi ? 

9. Apakah faktor yang menghambat dan mendukung mediasi 

dalam proses sengketa waris di Pengadilan Agama Medan ? 

10. Apa penyebab terjadinya sengketa waris ? 

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup ? 

12. Berapa lama biasanya proses mediasi berlangsung ? 

 

 

 

 

 

SUSUNAN PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA ADVOKAT 

1. Pernah atau tidah bapak/ibuk menangani sengketa waris di 

Pengadilan Agama Medan ? 



 

 
 

2. Kebanyakan pada sengketa waris tingkat keberhasilannya 

sampai di mana, di tahapan mediasi atau putusan hakim ? 

3. Menurut anda proses mediasi di Pengadilan Agama Medan 

sesuai dengan PERMA NO 1 TAHUN 2016 ? 

4. Jika berhasil, bagaimana tanggapan client anda terhadap 

mediasi terhadap mediator di Pengadilan Agama Medan ? 

5. Masalah waris apa yang sering bapak/ibuk tangani yang 

berhasil di lalui mediasi ? 
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